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KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-
Nya sehingga dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 telah dapat disusun,
Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) perlu disusun untuk memberi gambaran
umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul.

Dokumen Kerangka Acuan Kera Tahun 2023 ini disusun dimaksudkan
untuk memberikan pedoman pelaksanaan bagi PPTK di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam
melaksanakan kegiatan yang telah disusun sehingga dalam pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan sesual dengan target yang telah di tentukan.

Dalam Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja ini tentunya masih
banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun masih kami
harapkan guna perbaikan dalam penyusunan dokumen yang akan datang.
Demikian dokumen KAK ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wonosari, & Januar 2023
JKepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatpn Sipil Kabupaten Gunungkidul




KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses
perubahan dan penyempumaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang
harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi
dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan,
Pemerintah Daerah mempunyal kewajiban menyusun dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana
Strategis (Renstra) PD. Kemudian sebagai penjabaran RPJMD dalam setiap
tehunnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah sebagai penjabaran (Renstra) Perangkat Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah |stimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Momor 32 Tahun 1850,

2. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2022 tentang Cipta Kena;

4. Peraturan Pemerintsh Nomor B8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2022;

7. Peraturan Mented Dalam Neger Momor B8 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Dsersh tentang Rencana Pembangunan
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah
daerah;

&, Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 20 Tahun 2018 tentang Klarfikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

9, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2005-2025;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1B Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan
Pamerintahan Daerah;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomaor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

13, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

14, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Peanyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah:

1. Menghimpun usulan Rencana Kerja unit kerja (bing-bidang) yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
baik kegiatan yang ada di dalam Kelompok Subtansi Perencanaan maupun
Rencana Strategis dan Rencana Kerja dinas secara keseluruhan beserta
Rencana Operasional Kegiatan (ROPK) Mengkoordinasikan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam
waktu 1 tahun (Januar 2022 s/d Desember 2022).
E. LOKAS|I PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah di
lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
1. | Januar 2023 | Pembentukan Tim » Semua pejabat |« 17 orang |
penyusunan Rencana strutural dan sub pejabal
Kerja PD dan Pengusulan koordinator struktural
Tim penyusun Renstra kelompok dan sub
kepada Bupati subtansi koordinator
= Penyusunan ROPK dan kalompok
Pengiriman dokumen subtansi

ROPK




PO W YT o S v | Jumiah
Polaksansai Sub-Aktivitas Pihak Terkait Teriibat
= Menghadiri /mangikuti
kegiatan Musrenbang
. | HKapanewon ~
2. | Februari 2023 | « Menghadir/mengikuti * Semua pejabat |« 18 Orang
megiatan Musrenbang strutural dan sub
Kapanswaon koardinator
kelompak
FIEE . —— s —_——— EUME ——
2. | Maret-Me| » Melaksanakan Forum PD | « ASN yang 2 orang
2023 Gabungan ditunjuk
« Mengikuti Musrenbang « Semua pejabat | » 8 orang
Kabupaten strukiural
+ Rapat koordinasi = Semua pejabal | « 20 orang
Penyusunan Renstra PD strutural dan sub
dan Renja PD koordinator
kelompolk
subtansi
= Penyusunan draf = Tim penyusun = 20 orang
. dokumen Renstra PD Renstra dan
dan Renja PD Renja PD
3. | Juni 2023 « Pengiriman draf dokumen |  Sub Koordinator | » 1 orang
Renstra PD dan Renja PD | Perencanaan
Juli 2023 » Rapat koordinaei » Tim panyusunan |« 20 orang H
parubahan Renja Tahun perubahan
02 ) Fenja ]
Agustus 2023 | « Penyusunan Perubahan | » Tim penyusunan | « 20 orang
dokumen Renja; | perubahan
Renja
= Penginman dokuman « Sub Koordinator
| ] | Perubahan Renja Perencanaan * orang

G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Renja 2024
2. Perubahan Renja 2023;

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA
Perangkat Daerah adalah Kelompok Subtansi Perencanaan Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun
2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugae, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Struktur yang terdiri dari 2 Sub Bagian
antara lain Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, serta
Kelompok Subtansi Perencanaan,

Kelompok Subtansi Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan
« Menyusun rencana kegiatan teknis Kelompok Subtansi Perencanaan;
s Merumuskan kebijakan teknis Kelompok Subtansi Perencanaan;



= Menyusun rencana kinerja dan penanjian kinerja Kelompok Subtansi
perencanaan;

» Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

» Melaksanakan analisis dan penyajian data;

« Mengelola sistem informasi, pelayanan data , dan informasi pembangunan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

« Menyusun rencana umum, rencana sirategis, rencana kerja dan h:lnarja_tﬂhunﬂn.
rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

= Menyusun petunjuk peiaksanaan progam dan kegiatan dinas;

+« Melaksanakan pmantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan progam dan

kegiatan dinas;

Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;

Menyusun Bporan kinerja dinas;

Menyelenggarakan sistem pengendaiian intern Kelompok Subtansi Perencanaan:

Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional

di bidang perencanaan; dan

» Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Subtansi
Perencanaan.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp
3.700.000,00 (Tiga juta tujuh ratus rbu rupiah) yang akan digunakan untuk:
1. Rapat koordinasi penyusunan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun

2023;

2, Penyusunan Dokumen ROPK Tahun 2023 dan Perubahan ROPK Tahun 2023;

PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja inl sebagal gambaran umum dan penjelasan mengeanai
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenal latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan sera
pembiayaannya.

Wonosari, © Januari 2023

Sek i Pejabat Pelaksana Teknis
| Kegiajafs,
Y @ AP, M.PA A Y,

NiP. 1868506281088031008 NIP : 187704241938032003

NGETAHUI
dudukan dan Pencatatan Sipil,




KERANGKA ACUAN KERJA
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses
perubahan dan penyempumaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang
harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi
dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan pada seliap Perangkat Daerah (PD) waijib
menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD. Kemudian sabagai penjabaran RPJMD
dalam setiap tahunnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagal penjabaran (Renstra) Perangkat
Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengoperasionalkan program dan
kegiatan PD yang telah disusun dalam Renja PD dijabarkan dalam Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA PD) sesuai kebutuhan karena dalam Renja PD masih bersifat
makro untuk itu diperiukan anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan penggandaan
dokumen yang akan dikirim ke BKAD sebagai bahan pembahasan RKA oleh TAPD.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daergh
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor 11 Tahun
2022 tentang Cipta Keda;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2023 tentang Rencana Kera Pemerintah
Tahun 20232;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daersh, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klarifikasi,
Kodefikasi, dan MNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah:

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah:

12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomar 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul:

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

14.Peraturan Bupati Gunungkidul Nemor 119 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

18.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomar 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dserah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023.

B. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah
adalah:

1. Menghimpun dan mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran baik kegiatan intemal Kelompok Subtansi Perencanaan miaupun
Rencana Kerja Anggaran dinas:

2. Melaksanakan entri data RKA Kelompok Subtansi Perencanaan dalam aplikasi
yang telah ditentukan;

3. Melakukan penggandaan hasil cetakan RKA untuk didistribusikan ke semua PPTK
dan pejabat eselon di atasnya sebagai bahan pembahasan oleh TAPD.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah untuk entri
data RKA akan dilaksanakan pada bulan April 2023 dan penggandaan RKA untuk

dibahas TAPD pada bulan Agustus 2023
D. LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah adalah di
lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



E. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Nl b

Apil 2023 | » Entrydata RKA | « Semua PPTK + 11 orang

1.
dalam aplikasi
2. Juli 2023 = Rapat Koordinasi | « Semua pejabal = 20 orang
Finalisasl RKA strukiural dan |
dalam rangka kelompok subtansi
pembahasan
TAPD
= Pengiriman » Keiompok
dokuman REA ke Subtansi
BEAD Perencanaan
3. | Agustus 2023 | » Pembahasan » Semua PPTK dan | = 20 orang

REA oleh TAPD: pajabat di atasnya
= Revisi RKA » Kelompaok « 1 orang
Subtansi
Pearancanaan

F. KELUARAN (QUTPUT)

Keluaran kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah
adalah :

1. Dokumen RKA

G. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA
Perangkat Daerah adalah Kelompok Subtansi Perencanaan Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun
2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Struktur yang terdiri dari 2 Sub Bagian
antara lain Sub Baglan Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, serta
Kelompok Subtansi Perencanaan.

Kelompok Subtansi Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan

Menyusun rencana kegiatan teknis Kelompok Subtansi Perencanaan;
Merumuskan kebijakan teknis Kelompok Subtansi Perencanaan:

Menyusun rencana kinerja dan peranjian kinerja Kelompok Subtansi
perencanaan;

Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

Melaksanakan analisis dan penyajian data;

Mengelola sistem informasi, pelayanan data , dan informasi pembangunan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan,
rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

Menyusun petunjuk pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;

Melaksanakan pmantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan progam dan
kegiatan dinas;

Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;



Menyusun laporan kinerja dinas;

Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Kelompok Subtansi Parencanaan:
Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk oparasional
di bidang perencanaan; dan

Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaperan kegiatan Kelompok Subtansi
Perencanaan.

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA Perangkat
Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp425.000 - (Empat ratus dua puluh
lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk;
1. Belanja Rapat koordinasi;
2. Belanja penggandaan RKA,

PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenal latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya.

Wonosari, & Januari 2023

Sekretaris Dinas Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan,
| Y PURBA HENI HUHH#?&TI, 5.50s
NIP. 187602281884121001 NIP : 18770424 1888032003

ﬁ{ap ) : MENGETAHUI :




KERANGKA ACUAN KERJA
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA- SKPD

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses
perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang
harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud mieliputi
dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan,
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan pada setiap Perangkat Daerah (PD) wajib
menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD. Kemudian sebagai penjabaran RPJMD
dalam setiap tahunnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai penjabaran (Renstra) Perangkal
Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengoperasionalkan program dan
kegiatan PD yang telah disusun dalam Renja PD dijabarkan dalam Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA PD) sesuai kebutuhan karena dalam Renja PD masih bersifat
makro untuk itu diperiukan anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan penggandaan
dokumen yang akan dikirim ke BKAD sebagai bahan pembahasan RKA oleh TAPD.
namun dalam pelaksanaan ada perubahan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan
organisasi yang mengharuskan adanya perubahan RKA PD.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2. Undang-Undang Momor 2§ Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan MNasional;

3. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dasrah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah:
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kera Pemerintah
Tahun 2023;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Panjang
Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Psmbangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah:

>



8. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2005-2025;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pamerintahan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll;

15.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023.

TUJUAN

Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA Perangkat

Daerah adalah:;

1. Menghimpun dan mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Kera dan
Anggaran baik kegiatan internal Sub Bag. Perencanaan maupun Rencana Kerja
Anggaran dinas;

2. Melaksanakan entri data RKA Kelompok Subtansi Perencanaan dalam aplikasi
yang telah ditentukan:

3. Melakukan penggandaan hasil cetakan RKA untuk didistribusikan ke semua PPTK
dan pejabat eselon di atasnya sebagai bahan pembahasan oleh TAPD.

- WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah
untuk entri data RKA akan dilaksanakan pada bufan April 2023 dan penggandaan
RKA untuk dibahas TAPD pada bulan Agustus 2023,

. LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah
adalah di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



E. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

| Vi [I@‘_I i o ) S B 4 S
» Rapat = Samua » 20 crang
Koordinasi pejabat
Perubahan struktural
RKA 2023 dan sub
koordinator
3 Agustus = Entry data RKA | »« Samua = 20 orang
2023 dalam aplikasi PPTK dan
yang tetah pejabat di
ditentukan atasnya
» Penggandaan | = Kelompok | » 1 orang
RKA Subtansi
perubahan Perencana
untuk dikirim ke | an
BKAD
« Pembahasan |« Semua = 20 arang
RKA oleh PPTK dan
TAPD pejabat di
atasnya
= Revisi » Kelompok |+ 1 orang
dokuman Subtansi
Perubahan Perencana
RIA untuk an
dikirim ke
BEAD

F. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA Perangkat
Daerah adalah :

1. Dokumen Perubahan RKA

G. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA
Perangkat Daerah adalah Kelompok Subtansi Perencanaan Sekretariat Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomaor 118 Tahun

2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Struktur yang terdiri dari 2 Sub Bagian
antara lain Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, sarta
Kelompok Subtansi Perencanaan.

Kelompok Subtansi Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan -

* Menyusun rencana kegiatan teknis Kelompok Subtansiian Perencanaan;

» Merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan:

* Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan:

* Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

* Melaksanakan analisis dan penyajian data;

* Mengelola sistem informasi, pelayana data , dan informasi pembangunan di

bidang kependudukan dan pencatatan sipil; '



= Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan,
rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

* Menyusun petunjuk pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;

* Melaksanakan pmantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan progam dan

kegiatan dinas;

Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

Menyusun laparan kemajuan pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;

Menyusun laporan kinerja dinas:

Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan;

Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional

di bidang perencanaan; dan

» Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian
Perencanaan.
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H. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA
Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daserah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp425.000,- (Empat ratus
dua puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:

1. Belanja Rapatl koordinasi:

2. Belanja penggandaan Perubahan RKA.

PENUTUP

Kerangka Acuan Kera ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Keglatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023, dan memusat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pemblayaannya.

Wonosari, & Januari 2023

Selkretarie Dinas, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan,
| DY PURBA HENI NURHAY, L
NIP. 187602281894121001 NIP : 18770424 1598032003

MENGETAHU|
?Kepalu Dinas Kepgndudukan dan Pencatatan Sipil,




KERANGKA ACUAN KERJA
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA- SKPD

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan sebuah organisasi mesti membutuhkan anggaran guna
menjalankan roda rumah tangga organisasi, demikian pula Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sangat membutuhkan anggaran, baik untuk pembiayaan rutin seperti
pembayaran tagihan listrik, tagihan air, pembayaran gaji ASN maupun untuk
pembiayaan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan belanja pelayanan kepada
masyarakat seperti kebutuhan blangko cetak formulir dan kebutuhan ATK lainnya,
sehingga dibutuhkan anggaran dinas. Proses penganggaran yang diawali dari
penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran PD yang pada akhirnya
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD untuk dilaksanakan di masing-
masing unit kerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
sehingga perlu difasilitasi penyusunannya dalam bentuk penggandaan dokumen DPA
yang akan didistribusikan kepada masing-masing PPTK sebagai acuan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang OSistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B8 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Panjang
Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klarifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tala
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomaor & Tahun 2016 tentang Urusan
Pamerintahan Daerah;

@ »



12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

14.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Fencatatan Sipil,

15.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023.

B. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah
adalah:Memberikan fasilitasi dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

kepada pejabal pelaksana teknis keglatan sehingga program dan kegialan siap
dioperasionalkan.
C. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah dilaksanakan dalam
waktu 2 bulan (Januari 2023 s/d Februari 2023).

D. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah adalah di
lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

E. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

1. Januari 2023 | « Cetak DPA dari | » Kelompok = 2 grang
aplikasi subtansi
Perencanaan
= Koreksi dan = Kelompok = 2 orang
paraf masing- subtansi
masing kegiatan | Perencanaan
« Mengajukan = Kelompok » 1 orang
paraf ke subtansi
Sekretaris Perencanaan
* Pengajuan » Kelompok = 1 grang
tanda tangan subtansi
kepala dinas, Perencanaan
pemberian
stempel
« Pengiriman » Kelompok = 1 orang
DPA ke BKAD subtansi
) | Perencanaan
Februari 2023 | « Menggandakan | » Kelompok * 1 orang
DPA yang subtansi
sudah jadi Perencanaan




« Membagikan = Kelompok
kepada semua subtansi
PPTK dan Parencanaan
pejabat di
atasnya

l » Mendokumenta | = Kelompok « 1orang

sikan sebagian subtansi

DPA Perencanaan

F. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dar Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah adalah:

1.

DPA Perangkat Daerah

2. Dokumen Perjajian Kinerja
3. Dokumen ROPK

G. PELAKSANA

H. Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA
Perangkat Daerah adalah Kelompok Subtansi Perencanaan Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun
2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kena Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Struktur yang terdiri dan 2 Sub Bagian
antara lain Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, serta
Kelompok Subtansi Perencanaan.

Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan :

Menyusun rencana kegiatan teknis Kelompok Subtansi Perencanaan;
Merumuskan kebijakan teknis Kelompok Subtansi Perencanaan,

Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan;

Menyusun rancangan kebijakan umum dinas,

Melakeanakan analisis dan panyajian data;

Mengelola sistem informasi, pelayana data , dan informasi pembangunan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan,
rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

Menyusun petunjuk pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;

Melaksanakan pmantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan progam dan
kegiatan dinas,

Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;
Menyusun laporan Kinerja dinas,

Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Kelompok Subtansi Perencanaan;
Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang perencanaan; dan

Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Subtansi
Perencanaan,



. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkal Daerah

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) yang akan
digunakan untuk mencukupi kebutuhan penggandaan dalam penyusunan DPA PD.

J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kera ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenal
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenal latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan seria

pembiayaannya.

Wonosari, & Januari 2023

Sekretaris Dinas, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan,

AR D A HEMNI NURHAYATI, S Sos

NIP. 197602281994121001 NIP : 187704241908032003

MENGETAHUI :

atan Sipil,




KERANGKA ACUAN KERJA
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan sebuah organisasi mesti membutuhkan anggaran guna
menjalankan roda rumah tangga organisasi, demikian pula Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sangat membutuhkan anggaran, baik untuk pembiayaan rutin seperti
pembayaran tagihan listrik, tagihan air, pembayaran gaji ASN maupun untuk
pembiayaan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan belanja pelayanan kepada
masyarakat seperti kebutuhan blangko cetak formulir dan kebutuhan ATK lainnya,
sehingga dibutuhkan anggaran dinas. Proses penganggaran yang diawali dari
penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran PD yang pada akhimya
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD untuk diltaksanakan di masing-
masing unit kerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
sehingga perlu difasilitasi penyusunannya dalam bentuk penggandaan dokumen DPA
yang akan didistribusikan kepada masing-masing PPTK sebagai acuan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Momer 11 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor B85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Panjang
Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;

8. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kliarifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momer 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2005-2025;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tala
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;



12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor § Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

14.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kera Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

15.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023.

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkat Daerah
adalah Memberikan fasilitasi dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan sehingga kegiatan siap
dilaksanakan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkat Daerah
dilaksanakan dalam 5 bulan ( bulan Juli s/d Nopember 2023).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkat Daerah
adalah di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

o | Waktu Sub-Aktivitas R W&n
1. | Jubi- » Rapat Koordinasi = Semua pejabat | » 17 orang
Septamber Penyusunan structural dan
I 2023 Perubahan DPA PD sub koordinator
= Pengumpulan data » Semua pejabat | = 17 orang
Perubahan DPA strukluralPPTK
« Entri RKA dalam » Samua pejabat | = 17 orang
eplanning struktural dan
sub koordinator
= Calak DPPA, s Kalompok = 1 orang
mengoreksi subtansi |
memfarap, Perencanaan
mangajukan tanda
tangan kepada
pimpinan dan
mengirim ke BKAD
» Pembahasan DPPA » Kelompok » 1 orang
oleh TAPD subtansi
_ Perencanaan |
3. | Oktober- ' » Menggandakan DPPA | = Kelompok = 1 .orang
Nopember PD subtansi
2023 Perencanaan




» Mendistribusikan = Kalompok ¢ 1 orang
DPPA ke PPTK dan sublansi
Pejabat struktural Perencanaan

G. KELUARAN (QUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkal
Daerah adalah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2023

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan REKA
Perangkat Daerah adalah Kelompok Subtansi Perencanaan Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun
2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Struktur yang terdiri dari 2 Sub Bagian
antara lain Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, sera
Kelompok Subtansi Perancanaan,

Kelompok Subtansi Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan :

= Menyusun rencana kegiatan teknis Kelompok subtansiian Perencanaan;

+ Merumuskan kebijakan teknis Kelompok subtansi Perencanaan;

» Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan;

« Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

= Melaksanakan analisis dan penyajian data;

« Mengelola sistem informasi, pelayana data , dan informasi pembangunan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

« Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan,
rencana kegiatan, dan anggaran dinas; '

« Manyusun petunjuk pelaksanaan progam dan kegiatan dinas,

« Melaksanakan pmantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan progam dan
kegiatan dinas,

« Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

» Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan progam dan kegiatan dinas,

« Menyusun laporan kinerja dinas;

« Menyelenggarakan sistern pengendalian intern Kelompok subtansi Perencanaan;

» Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang perencanaan; dan

« Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok subtansi
Perencanaan.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkat
Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp550.000 - (Lima ratus lima puluh ribu
rupiah) yang akan digunakan untuk biaya penggandaan Perubahan DPA-FD.



. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan seria
pembiayaannya,

Wonosari, & Januari 2023
Sekretaris Dinas, Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan,
/

| DY P H YATI, S.Sos
MIF, 197602281894121001 NIP : 18770424 1988032003




KERANGKA ACUAN KERJA

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI| KINERJA SKPD

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari pada Kelompok Subtansi
Perencanaan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul adalah melakukan penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi
kinerja perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan sistem managemen suatu
instansiforganisasi yaitu Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan dan Kontroling
secara seimbang. Ketugasan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan
dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kepada publik sekaligus sebagai upaya
peningkatan kinerja Dinas dalam melaksanakan kegiatan/program pembangunan
di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa yang akan datang.

Oleh karena itu kegiatan penyusunan laporan capaian dan Ikhtisar realisasi
kinerja perangkat daerah merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai mata
rantal dari pada managamen suatu instansi/organisasi untuk melihat/menilai
sampai di mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dan
dilaksanakan, adanya keberhasilan yang telah dicapai perlu dipertahankan dan
ditingkatkan, maupun kekurangan/kelemahan yang muncul untuk dapat dicari
solusi penyelesaannya,

B. DASAR HUKUM

%

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850,

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomoar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor BS Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Fembangunan Fanjang
Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klarifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Paraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2005-2025;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daersh dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomaor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul,

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

14_Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

15.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD adalah:

Menghimpun dan mengkoordinasikan dalam penyusunan laporan dokumen :
- LKjIP,

- Laporan E Monev;

- Laporan TEPRA,

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam wakiu 1 tahun
(Januari 2023 s/d Desember 2023).

E. LOKAS|I PELAKSANAAN

Lokasi Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah di lingkup Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

No. [ ek | subaktvitss | Pihak Torkait | UTELEANS | Ket
1. | Januan - = Rapat Koordinasl » Semua pejabat |« 17 orang
Maret 2023 penyusunan laporan | struktural
LKjIP
= Rapat Koordinasl » Semua pejabal | = 17 orang
Monevdal tri wulan | struktural
= Penyusunan laporan | » Kelompok + 3 orang
monevdal bulanan subtansi
SR _ Perencanaan
2. | April ~Juni « Penyusunan laporan | = Kelompok « 3 orang
2023 monevdal bulanan subtansi
Perencanaan
|




T STt a § e
» Rapat Koordinasi » Semua pejabat | » 17 orang
Monevdal tri wulan Il | struktural
3. | Juli- » Rapat Koordinasi » Semua pejabat | = 17 orang
September Monevdal tri wulan struktural
2023 1]
= Penyusunan laporan = Kelompok = 3 orang
monevdal bulanan subtansi
o P Perencanaan L
r= « Panyusunan laporan | » Kelompok = 3 orang
Desember monevdal bulanan subtansi
2023 Perencanaan
= Rapat Koordinasi « Semua pejabat | = 17 orang
Monevdal tri wulan struktural
v

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
1. Dokumen LK|jIP

2. Dokumen laporan E Maonev

3. Dokumen laporan TEPRA

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA
Perangkat Daerah adalah Kelompok Subtansi Perencanaan Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun
2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kera Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Struktur yang terdiri dari 2 Sub Bagian
antara lain Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, serta
Kelompok Subtansi Perencanaan.

Kelompok Subtansi Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan

« Menyusun rencana kegiatan teknis Kelompok subtansiian Perencanaan;
Merumuskan kebijakan teknis Kelompok subtansi Parencanaan,

Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan;
Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

Melaksanakan analisis dan penyajian data;

« Mengelola sistemn informasi, pelayana data , dan informasi pembangunan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil,

Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja lahunan,
rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

« Menyusun petunjuk pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;

» Melaksanakan pmantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan progam dan
kegiatan dinas;

Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan progam dan kegiatan dinas;



L

Menyusun laporan kinerja dinas;

Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Kelompok subtansi Perencanaan;
Menyusun dan menerapkan norma, standar, padoman, dan petunjuk operasional
di bidang perencanaan; dan

Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok subtansi
Perencanaan.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp625.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan
untuk:

1. Rapat koordinasi penyusunan LKjIF,

2. Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan;

3. Penyusun penggandaan laporan;

PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Keglatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenal latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan seria
pembiayaannya.

Wonosari, & Januan 2023
Sekretaris Di Pejabat Pelaksana Teknis

/ Kegiatan,

ARISANDY PURBA, AP, MPA HENI NURHAYATI, S.508
NIP. 187602281884121001 NIP : 187704241988032003
MENGETAHUI :

Kepala Dinas Kepe ukan dan Pencatatan Sipil,




KERANGKA ACUAN KERJA
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan
publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib merespon harapan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang prima karena dengan
perkembangan  teknologi  informatika = memudahkan  masyarakat
menyampaikan keluhan baik melalui media massa dan media sosial sehingga
berdampak buruk terhadap pelayanan pemerintah yang menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat,

Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah
tersedianya dokumen penyelenggarsan pelayanan publik antara lain
dokumen Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dengan dokumen tersebut
diharapkan adanya kepastian jaminan pelayanan, persyaratan, wakiu
pelayanan, media pengaduan, sarana dan prasarana pelayanan untuk
kenyamanan pangunjung.

B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemor 11
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomeor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasl Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomar 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kera

Pamerintah Tahun 2023;

7. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Dasrah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Manangah Daerah, dan Rencana
K.erja Pemerintah daerah;

B. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 80 Tahun 2018 tentang Klarifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

o tn



8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah:

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Namor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul;

13, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023.

C. TUJUAN
1. Mengadakan evaluasi Standard Operasional Prosedur Adminstrasi

Pemerintahan dan Standar Pelayanan sesual perkembangan regulasi yang

ada;

Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat;

3. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian/SPIP untuk memberikan acuan
bagi pimpinan dan para pegawal di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam rangka membangun pengendalian yang diperukan
untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan atau mempercepat
keberhasilan pencapaian tujuan.

P

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan meliputi:
a. Dokumen pengukuran Survel Kepuasan Masyarakat (SKM) tersedia |
b. Dokumen rencana tindak pengendalian SPIP tersedia;
c. Dokumen Evaluasi SOP tersedia;
d. Dokumen Standar Pelayanan tersedia;

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran dari Januari 2023
sampai dengan bulan Desember 2023



F. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Kegiatan ini di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

—— ] - -TE i
& |
. ke . *ﬁmht
1. |Januari 2023 | Persiapan data dan dokumen | PPTK 3 orang
serta anggaran Subbag
umum &
kepegawaian
Staf
2. | Januari2023 | Penyediaan makanan dan PPTK 2orang
sid Desember | minuman jamuan tamu serta | Bandahara
2023 pertanggungjawaban/SP.J pengeluaran
‘2. | Februari2023 |a. Rakor Tim PPTK 25 orang
Pelaksanaan survey Bendahara
b. Pembahasan draft SKM pengeluaran
Tim
3. | Februari 2023 | Penyediaan perjalanan dinas | PPTK 138
sid Oktober dan pertanggung Bendahara | orang
2023 jJawaban/SP.J pengeluaran
4. | Maret 2023 Rapat koordinasi SP PPTK 27 orang
Penyediaan alat tulis kantor | Bendahara
pengeluaran
. e e L
5. | April 2023 Rapat koordinasi SOP PPTK 25 orang
Bendahara
pengeluaran
Tim
'8, | September Rapat koordinasi SPIP/RTP | PPTK 225
2023 Penyediaan alat tulis kantor Bendahara orang
pengeluaran
Tim

H. KELUARAN/OUTPUT
Kaeluaran dari Kegiatan ponotaan orgonisasi sub kegiatan fasilitasi pelayanan
publik dan tata laksana adalah sebagai berikut :
a. Dokumen pengukuran Survel Kepuasan Masyarakat (SKM) ;
b. Dokumen rencana tindak pengendalian SPIP;
c. Dokumen Evaluasi SOP;




d. Dokumen Standar Pelayanan;

|. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan penataan organisasi sub kegiatan fasilitasi pelayanan
publik dan tata laksana adalah Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan sub kegiatan evalusi kinerja perangkat daerah bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp9.143.000,00 (Sembilan juta seratus empat [uluh
tiga ribu rupiah rupiah)

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, & Januari 2023

Sekretarjs Din Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
f.f %ﬁk
ARI Y PURBA, AP, MPA HENI NURHAYAT] S.Sos

NIP. 187602281994121001 NIP. 197704241888032003




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Pemberian gaji dan tunjangan kepada Aparatur Sipil Negara/ASN merupakan
hak yang harus diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ASN karena telah
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang mempunyai
kewajiban untuk memenuhi hal tersebut sebagai wujud pertanggung jawaban
kauangan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah |stimewa Yogyakarta jo Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagalmana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi pemerintah;

4. Peraturan Pemenntah Namar 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepaia
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah MNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20068 tentang Pedoman
Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemenntah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negern MNomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor OF
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;



13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 13 tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 15 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016:

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Momor 108 Tahun 2017

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

17.Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 102 tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

18. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomaor
DPA/A.1/2.12.0.00.0,00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023,

C. TUJUAN
Tujuan kegiatan administrasi keuangan perangkat dasrah sub kegiatan penyediaan
gaji dan tunjangan ASN adalah terpenuhinya hak Aparatur Sipil Negara/ASN yang
telah menjalankan tugas dan fungsinya sesual peraturan perundangan yang bertaku

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan
tunjangan ASN dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun dari Januari 2023
sampai dengan Desember 2023.

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan
tunjangan ASN dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu | s
e Pelaksanaan e Terdibat
1. Januari 2023 | Persiapan bahan dan | PPTK 3 orang
dokumen serta Bendahara
anggaran ] pengeluaran
2. Januari 2023 | Penyediaan gaji dan Pembantu Bendahara
sampal tunjangan ASN dan Urusan Gaji

Desember Laporan pertanggung
2023 jawaban/SPJ




H.

KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
penyediaan gaji dan tunjangan ASN yaitu Gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan,

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah Ka Sub Bag Keuangan Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gun ungkidul.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub penyediaan gajl
dan tunjangan ASM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.158.697.981,00 (tiga
milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan
ratus delapan puluh satu rupiah),

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memusat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan sera
pembiayaannya.

Wonosari, & Januari 2023

Sekretarg Din Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
THE BEEE i{lﬂmﬂg TUT|, 5.50s
NIF 18760228 188412 1 D01 NIP 19750706 189503 20072
Mengetahui

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- mhppaten Gunungkidul

e




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 {dua) Peraturan Pemerintah Momor 8
tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa
dalam rangka pertangungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas
Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
merupakan salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari - Meraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan
Atas Laporan Keuangan. Selanjutnya disajikan dengan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri
Nomor 21 Tahun 2011,

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya. Neraca menyajikan aset,
utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
Laporan Operasional menyajikan jumiah pendapatan dan jumiah beban pada tahun
anggaran bersangkutan. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan
Ehkultas Awal, Surplus/ Defisit LO, dampak kumulatif perubahan yang mendasar
seperti utang belanja, penyisihan piutang, nilai persediaan, akumulasi penyusutan,
dll.

Guna menghindari kesalahan pemahaman dalam membaca laporan keuangan
dan untuk memperjelas muatan yang ada dalam laporan keuangan, perlu dibuat
catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna
dalam memahami Laporan Keuangan, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan
pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai,

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewsa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakara jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Felaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi pemerintah;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Femerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan,;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelclaan Keuangan
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemarintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah:

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah:

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul:

12, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2028:

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 13 tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 Tenta ng Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016

16, Peraturan Bupati Gunungkidul Momor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah bebarapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nemor 108 Tahun 201 7

16.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Fencatatan Sipil;

17.Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 102 tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

18.Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor
DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023,

TUJUAN

a, Menyampaikan informasi yang transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi para
pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah,
berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu
pericde pelaporan;

b. Tersusunnya laporan keuangan secara tepat waktu dan akuntabel,

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

El

Ruang Lingkup Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD meliputi
Penyediaan dokumen keuangan akhir tahun.

WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan
penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan Januari 2023,



F. LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan
penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

| wake | | 3 Jumlah Orang
" | Polaksanaan | Sub-Aktivitas gt Terlibat
1. Januari 2023 | Persiapan PPTK 11 orang
bahan, PPK PD
dokumen dan | Pembantu -PPK PD
anggaran Bendahara pengeluaran
Staf keuangan
2, Rapat
koordinasi
3 Membuat
laporan
keuangan
akhir tahun
L i -
H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yaitu Dokumen
laporan keuangan akhir tahun yang tersusun.
I. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah Kasubag
Keuangan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul
J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan kegiatan administras| keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp1.444 000,00 (saty juta empat ratus empat puluh empat
ribu rupiah).
K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar




belakang, dasar hukum, tujuan, walkty, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Woanosari, ¢ Januari 2023

Sekretagg Dina Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
HER Wi TUTL 5.8
NIP 18780228 196412 1 001 NIF 19750706 199503 2002
Mengetahui

Kepala Dinas Kepenbudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul -




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor §
tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa
dalam rangka perlangungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entilas
Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul merupakan =alah
satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.
Laporan keuangan tersebut terdiri dari - Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Fkuitas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul disesualkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2017, Selanjutnya disajikan dengan berdasarkan
Peraturan Pemerintah MNomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya. Neraca menyajikan aset,
utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sabelumnya. Laporan
Operasional menyajikan jumiah pendapatan dan jumlah baban pada tahun anggaran
bersangkutan. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas manyajikan Ekuitas Awal,
Surplus/ Defisit LO, Dampak kumulatif perubahan yang mendasar seperti utang
belanja, penyisihan piutang, nilai persediaan, akumulasi penyusutan, dil.

Guna menghindari kesalahan pemahaman dalam membaca laperan keuangan
dan untuk memperjelas muatan yang ada dalam laporan keuangan, peru dibuat
calatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna
dalam memahami Laporan Keuangan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dasrah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah |stimewa Yogyakarta jo Lingkungan Daarah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi pemerintah:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan:

B. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah:

8. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 13 tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

14, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Sistam Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 85 Tahun 2016:

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
FPemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 109 Tahun 2017

16.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepandudukan dan
Pencatatan Sipil;

17.Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 102 tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

18, Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023.

TUJUAN

a. Menyampaikan informasi yang transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi para
pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah,
berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu perinde
pelaporan;

b. Tersusunnya laporan keuangan bulananfriwulanan/semesteran sacara tepat
wakiu dan akuntabel,



D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan

koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/samesteran
SKPD meliputi :

a. Penyediaan dokumen keuangan bulanan/SPJ.
b. Penyediaan dokumen keuangan semesteran,

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan
penyusunan laporan keuangan bulananftriwulanan/semesteran SKPD dilaksanakan
dalam jangka waktu satu tahun dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023

F. LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan
penyusunan laporan keuangan bulananftriwulanan/semesteran SKPD dilaksanakan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu S
No. Pelaksanaan | m --!Im“l. '|
1. | Januari 2023 | Persiapan bahan, PPK PD 3orang
dokumen dan PPTK
anggaran Penata Keuangan
2. | Februari Penyediaan bahan/ | PPTK Bendahara 3orang |
2023 dokumen pengeluaran
Penata Keuangan
3. |Maret 2023 | Rapat koordinasi | PPK 1 4 orang
dan Laporan PPTK Bendshara
pertanggung pengeluaran
jawaban/SPJ Penata Keuangan
4. | April 2023 Penyediaan bahan/ | PPTK Bendahara 3 orang
dokumen pengeluaran
Penata Keuangan
5 | Mei2023 Rapat koordinasi | PPK 4 orang |
dan Laporan PPTK Bendahara
pertanggung pengeluaran
jawaban/SPJ. Penata Keuangan —
(6. | Juni 2023 Penyediaan bahan/ | PPTK Bendahara Jorang |
dokumean pengeluaran
Penata Keuangan
7. | Juli 2023 Rapat koordinasi | PPK 4 arang
dan Laporan PPTK Bendahara
pertanggung pengeluaran
|awaban/SPJ Penata Keuangan




No: |, e Sub-Aktivitas Pihak Terkait Orang
Pelaksanaan e T ' i Terlibat
8. | Agustus 2023 | Penyediaan bahan/ | PPTK Bendahara 3 orang
dokumen pengeluaran
il ) Penata Keuangan
9. | September | Rapat koordinasi | PPK | 4 erang
2023 dan Laporan PPTK Bendahara
pertanggung pengeluaran
i R | jlawaban/SPJ Penata Keuangan
10. | Oktober 2023 | Penyediaan bahan/ | PPTK Bendahara 3orang
dokumen pengeluaran
it ' Penata Keuangan
11. | November Rapat koordinasi | PPK 4 orang
2023 dan Laporan PPTK Bendahara
pertanggung pengeluaran
jawaban/SPJ Penata Keuangan .
12. | Desember Penyediaan bahan/ | PPTK Bendahara 3 orang
2023 dokurnen pengeluaran
= Penata Keuangan

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan
penyusunan laporan keuangan bulanan/ftriwulanan/semesteran SKPD vaitu :
a. Dokumen laporan keuangan bulanan yang tersusun:
b. Dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun.

l. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi
dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD adalah
Kasubag Keuangan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulananftriwulanan/semesteran SKPD
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh
ribu rupiah).




K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Keda ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memual informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta

pembiayaannya.

Sekretags Din

Wonosari, & Januari 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

el S

R THERESIA WIDIASTUTL S.
NIP 18780228 190412 1 001 NIF 19750706 199503%2 Sos
Mengetahui
Kepala Dinas Kepéndudukan dan tan Sipil
e - % |

paten Gunungk

L}

"“.-
JH206 199603 1 003
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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Aparatur Sipll Negara Nomor 5 Tahun 2014
diamanatkan bahwa setiap pegawal Aparatur Sipil Negara untuk meiaksanakan tugas
publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Dalam pelaksanaan
tugas tersebut perlu manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari
intervensi politk serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme .

Salah satu aspek dalam Manajemen ASN adalah pemberian penghargaan
atau reward kepada ASN. Penghargaan ataupun reward kepada ASN adalah wujud
apresiasi kepada seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan
balk. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu area perubahan
dalam Reformasi Birokrasi, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diperiukan
pengelolaan administrasi kepegawalan yang berintegrasi dalam menjunjung tinggi
prinsip-prinsip pelaksanaan fugas pemerintah yang balk (good govermnance) serta
berkinena tinggl. Pengelolaan administrasi kepegawaian perlu dukungan berbagai
pihak agar dapal menyajikan laporan atau informasi kepegawaian secara cepat dan
akurat dalam pengembangan karir pegawai.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasrah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tfentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

4. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pangelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;



6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 temtang Pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran
2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Adminisirasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Pendataan dan Pengolahan Adinistrasi Kepegawaian adalah
a. Melakukan pembinaan pada Aparatur Sipil Negara
b. Memberikan penghargaan / reward kepada Aparatur Sipll Negara;
¢. Menyediakan anggaran dalam pelayanan administrasi kepegawaian antara lain
alat tulis kantor, pemberian piagam dan cindera mata, pembinaan pegawai dan
honorarium narasumber pembinaan pegawal,
D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Pendataan dan Pengolahan Adinistrasi Kepegawaian adalah :
Belanja aiat tulis kantor
Belanja penggandaan
Balanja souvenirlcindera mata
Belanja minum snack rapat
. Belanja jasa narasumber
E. WAKTU

@ Bap T

Kagiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian pada Januari 2023 sfd Desember 2023.



F. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Pendataan dan Pengolahan Adinistrasi Kepegawaian adalah di lingkup Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Jumilah
1. Januari 2023 | Persiapan | a. Menyiapkan PPTK 2 orang
bahan dan Pangadminis
jadwal  wakiu | o
pembinaan ke i
ASN
- Menyiapkan
bahan dan
jadwal waktu
pemberian
penghargaan
ASN
Mengusulkan
rencana
Il anggaran
2. Februari Belanja Melakukan PPTK 55
2023 cetak cetak piagam | Bandahara orang
piagam . Melakukan pengeluaran
belanja alat| o005y hhag
Belanja alat tulis kantor U p
twilis kantor | c. Pembinaan mum dan
kepegawaian kepegawaian
Belanja . Melakukan Pegawai J
rapat pembelian dinas
pegawai minum, snack
rapat
. Melakukan
I:th}a_
honorarium
narasumber
Laporan
pertanggung
jawaban/SPJ
3. Maret 2023 Belanja . Pembinaan PPTK 85
rapat kepegawaian | Bendahara | orang
pembelian | oo Subhag
minum snack
rapat Umum dan
. Metakukan kepegawaian
belanja Pegawai
honorarium dinas
narasumber




. Laporan
pertanggung
jawaban/SPJ |
April 2023 EB-I-arqn . Pambinaan PPTK 55
rapat kepegawaian | Bendahara | orang
pegawal . Melakukan pengeluaran
pembeiian
minum snack Staf Subbag
rapat Umum dan
Melakukan kepegawaian
belanja Pegawai
honorarium dinas
narasumber
. Laporan
pertanggung
jawaban/SP.J o+
Mei 2023 Belanja . Pembinaan PPTK 55
rapat kepegawaian | Bendahara | Orang
pegawai . Melakukan pengeluaran
pembelian
i Staf Subbag
num snack
rapat leundm'_l
. Melakukan kepegawaian
belanja Pegawal
honorarium dinas
narasumber
. Laporan
pertanggung
jawaban/SPJ |
Juni 2023 Belanja . Melakukan PPTK 73
m akan min -
m MINUM | penaeluaran
dan snack rapat Staf Subbag
honorarium pegawai
narasumber |b, Melaksanakan | Umum dan
pembinaan kepegawaian
pegawai
Melakukan
belanja
honorarium
narasumber
. Laporan
pertanggung
jawaban/SP.J
Desember Belanja . Melakukan PPTK 73
2023 rapat pembelian Bendahara | orang
pagawai makan minum | nanaeluaran
Gan snack  rapatl | giof subbag
honararium pegawal
narasumber | b. Melaksanakan | Umum dan
pembinaan | kepegawaian
pegawai




Jumiah
c. Melakukan
belanja
honorarium
narasumber
d. Laporan

pertanggung
jewaban/SPJ

A. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:
1. Jumlah ASN tertangani.

B. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Ka Sub Bag Umum
dan Kepegawaian Sekratariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten
Gunungkidul.
C. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Adminisirasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Pendataan dan Pengelolaan Adminisirasi Kepegawaian bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp17,665.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah),
D. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mangenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tashapan, keluaran, pelaksana keglatan sera

Wonosari, ©  Januari 2023
Pejabat nis Kegiatan

NIP 19730317 189402 2 001

Mengatahui
aendudukan dan
naten GLnu ol

Pencatatan Sipil
cul




dalam melayani masyarakat,

B. DASAR HUKUM

1 WMMMSTMMMME&
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemedntahan Daerah
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerija;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 lentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

E.WMMWM&WM1M
Perubshan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupsten Gunungkidul Nomor 7
Tanun 2016 wenang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daersh Kabupaten
Gunungkidul:

6. Peaturan Deserah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 lentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daarah Tahun 2021-2028;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kera Dinas Kependudukan dan
Paencatatan Sipil;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPASA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

C. TUJUAN
a. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam pelayanan tugas seorang
pegawai yang akhimya akan memberikan kontribusi positif pada dinas;
b. Memupuk jiwa korsa dan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik pada
masyarakat.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Keglatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah :
a. Belanja pendidikan dan pelatihan

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dilaksanakan pada Februar 2023
dan Maret 2023.

F. LOKASI PELAKSANAAN
Sesuai penawaran kursus/pelatihan,



G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan  Aktivitas Terkait | 1odibat
1. Januari 2023 | Persiapan a. |dentifikasi PPK PD 3 orang
kebutuhan PPTK,
b. Mencari Staf
penyelenggara
pelatinan
2. | Februari Pelaksanaan |a  Melaksanakan | PPTK, 65 |
2023 pelatihan pelatihan Bandahara | orang
b. Melakukan pengeluaran
pembayaran | Pegawai
c. Laporan
pertanggung
jawaban/SPJ
3. Maret 2023 Peiaksanaan |a. Melaksanakan | PPTK, 18
palatikan pelatihan Bendahara | orang
b. Melakukan pangeluaran
pembayaran Pegawai
c. Laporan
pertanggung
N jawaban/SPJ

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah sebagai
berikut:
1. Jumiah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan.

I. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan

Pendidikan dan Peiatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah Kepaia
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretarial Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).



K. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan seria

pembiayaannya.

Wonosan, & Januar 2023
Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan

NIF 18730317 186402 2 001



KERANGHKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa program kerja
dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis
dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang
dilaksanakan cleh sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh sekretariat adalah
kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Dengan terlaksananya
kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan perkantoran, baik yang dilaksanakan di
bidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara baik dalam pencapaian tujuan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga
sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Meger Nomaor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 fentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;



6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momor 13 Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

C. TUJUAN
a. Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,
b. Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk
memperiancar dalam pelayanan pada masyarakat;

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah
a. Belanja komponen listrik

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan Bulan
Februari 2023, Mei 2023 dan Agustus 2023,

F. LOKAS| PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.



G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Rincian Jumlah
L st Waktu | gib-Aktivitas | AKEVIS | pihak Terkait| Orang
Terli
1. Januan 2023 | Persiapan 8. Menyusun PPTK 3 orang
rencana Staf Subag
pembelian Umpeg
b. Mengusulkan
- anggaran | |
2. |Februari 2023 | Penyediaan | a.Melakukan | PPTK 2 orang |
komponen pambelian Bendahara
listrik b.Laporan pengeluaran
pertanggungja |
waban/SPJ :
3, Mei 2023 Penyediaan a.Melakukan PPTK 2 orang |
komponen pembelian Bendahara
listrik b. Laporan pengeluaran
pertanggungja
waban/SPJ
4, Agustus 2023 | Penyediaan a. Melakukan PPTK 2 orang
komponen pembelian Bendahara
listrik b. Laporan pengeiuaran
pertanggungja
[ waban/SPJ

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu
a. Jumiah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terbeli.

I. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretanat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Fenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).



K. PENUTUP,
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya.

Wonosarl, & Januar 2023
Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan

I
NIP 18730317 198402 2 001




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa program kera
dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis
dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang
dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang dikeiola oleh sekretariat adalah
program pelayanan administrasi perkantoran antara lain Penyediaan Peralatan dan
Periengkapan Kantor. Dengan teraksananya kegiatan ini diharapkan seluruh
kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang
dilaksanakan di bidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan
Mnmmmmnmmmmmmnmmm
efisiennya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga sasaran yang hendak dicapai

akan tepat sasaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850:

2. Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
tefah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daersh Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gununghkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;



Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

- Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor

DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran thntﬂmmh{DFA-PD}annmﬁuugam 2023 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

C. TUJUAN

Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul:

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor untuk memperiancar dalam
pelayanan pada masyarakat;

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Humghgkupheglahn%ﬂnhimﬁﬂmunﬁmﬁmtﬂamuhﬂuh Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah -

:

b.

C.

d.
e
f

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Kertas dan Cover:
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak:

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor benda pos;

Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer;
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kantor lainnya;

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keglatan Penyediaan Peralatan
dan Periengkapan Kantor dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun dari Bulan
Januari 2023 sampai dengan Desember 2023,



. LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,

. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu > Pihak
Mo | petakearnen | SubaRiEes | Miivimes | L sl
1. Januari 2023 | Persiapan a. Menyiapkan | PPTK, 3 orang
bahan dan | Pejabat
dokumen pengadaan
kontrak
2. [Maret2023 | Penyediaan a. Melakukan | PPTK, 10
bahan cetak pembayaran | Pejabat Qrang
b. Laporan pengadaan,
pertanggung | Tim
jawaban/SPJ | penerima
barang,
bendahara
pengeluaran
dan
penyimpan
barang
3. | Mei 2023 Penyediaan a, Melakukan |PPTK 5 orang
bahan cetak. pembayaran | bendahara
b. Laporan pengaluaran
Penyediaan pertanggung | dan
benda pos Jawaban/SPJ | penyimpan
barang
Panyediaan
bahan kegiatan
kantor lainnya
4, Juni 2023 Penyediaan 8. Melakukan PPTK 10
kertas dan pembayaran | bendshara | orang
cover . Laporan pengeluaran
pertanggungj | dan
awaban/SPJ | penyimpan
barang
5. September Penyediaan 2. Meiakukan PPTK 3 orang
2023 bahan komputer | pembayaran | bendahara
. Laporan pengeluaran
pertanggung] | dan
awaban/SPJ | penyimpan
barang




H.

KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu :

Jumiah ATK yang dibeli;

Jumiah kertas dan cover yang dibeli:

Jumiah bahan cetak yang dibeli

Jumiah benda pos yang dibeli;

Jumiah bahan computer yang dibeli:

Jumiah bahan kegiatan kantor lainya yang dibell

~ 0o ap ow

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten
Gunungkidul.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2023
sebesar Rp1.070.903.500,00 (satu milyar tujuh puluh juta sembilan ratus tiga ribu
lima ratus rupiah),

K. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kera ini sebagal gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta

pambiayaannya.

Wonosan, & Januar 2023
Peajabat Teknis Kegiatan

|
NIP 18730317 195402 2 001



KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul mempunyal
tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa program Keda dan
sasaran strategis. Dalam pencapaian target program keria dan sasaran strategis
dimaksud, instansi didukung dengan beberapa keglatan dan sarana penunjang yang
dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang dikeloia oleh sekretariat adalah
kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan peralatan
rumah tangga. Dengan tertaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan
administrasl yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan di
bidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari
aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiennya dalam
penggunaan anggaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sabagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah:

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;



7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Momor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023  tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungikddul.

C. TUJUAN
a. Teraminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
penyediaan peralatan rumah tangga meliputi
a. Penyediaan bermacam perabot kantor:

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan peralatan
rumah tangga dilaksanakan pada Februarl 2023, Mei 2023 dan Agustus 2023,

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan peralatan
rumah tangga dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul.



G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Rincian . Jumlah
No | Sub-Aktivitas |  Aktivitas iag Orang
Pelaksanaan : Terkait Terlibat
1. | Februari Penyediaan a. Melakukan |PPTK 3 orang
2023 perabot kantor pembalian bendahara
b. Laporan pengeluaran
pertanggung | dan
, jawaban/SPJ | penyimpan
barang
2. | Mei 2023 Penyediaan a. Melakukan | PPTK | 3 orang
perabot kantor pambelian bendahara
b. Laporan pengeluaran
pertanggung | dan
jawaban/SPJ | penyimpan
I barang ,
3. | Agustus 2023 | Penyediaan  |a. Melakukan | PPTK 3 orang
perabot kantor pembelian bendahara
'b. Laporan pengeiuaran
pertanggung | dan
jawaban/SP.J | penyimpan
barang
KELUARAN (OUTPUT)

Kamnmmmnmmmummwmmmgmn
penyediaan peralatan rumah tangga yaituy :
a. Jumiah bahan perabot kantor tersedia;

H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
penyediaan peralatan rumah tangga adalah Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawalan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul.

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Felaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
penyediaan peralatan rumah tangga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023  sebesar
Rp2.412.200,00 (dua juta empat ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).



J. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan pemjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,

dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya,

Wonosar, b Januari 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kagiatan

MURYAN|, S IP
NIP 19730317 1890402 2 0a1

anunl;amtan Sipil



KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyal tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa program kerja
dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis
dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang
dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh sekretariat adalah
kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan. Dengan teriaksananya kegiatan ini
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan di bidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efeklif dan efisien baik dan aspek efekiifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspek efisiennya dalam penggunaan anggaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Persturan Daserah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
20168 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2028;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,



7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

9. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Dasrah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

C. TUJUAN
a. Teraminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
b. Terpenuhinya surat kabar untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
dalam pelayanan pada masyarakat;

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan adminstrasi umum perangkal daemsh sub kegiatan
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah :
a. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan adminsirasi umum perangkatl daerah sub kegiatan penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam jangka waktu satu
tahun dari Januar 2023 sampail dengan Desember 2023.

F. LOKAS|I PELAKSANAAN
Kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah sub keglatan penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Rincian Jumlah
1. | Januari 2023 | Penyediaan | @. Melakukan PPTK 3 orang
sid surat kabar pembayaran | bendahara
Desember b. Laporan pengeluaran
2023 pertanggung
jawaban/SPJ




H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yaitu
a. Jumilah tagihan surat kabar yang terbayar;

. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kagiatan
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
penyadiaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupkah).

¢ :nﬁnﬁﬁamkaﬁmmﬂadnhimhagﬁmumumdmpmﬁmnm
akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informas| mengenal latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya.

Wonosari, & Januar 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

M

A
NIP 18730317 188402 2 001




KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN

FASILITAS| KUNJUNGAN TAMU TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publk dimungkinkan adanya
sharing pelayanan dengan perangkat daerah lain demi meningkatkan kualitas
layanan dan pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan penerimaan tamu ataupun kunjungan tamu dari luar perangkat

daerah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk bisa bertukar
informasi dan sharing pelaksanaan pelayanan publik.

B. DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-
daserah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemernntah Nomor 32 Tahun 1850;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:

Peraturan Mentari Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Petayanan Publik,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023;

12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023;

14.Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun
Anggaran 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul.

C. TUJUAN
1. Menyeadiakan jamuan tamu untuk peningkatan kualitas petayanan publik:
2. Menyediakan air minum mineral dan permen bagi pemohon pelayanan
pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil;

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
fasilitasi kunjungan tamu meliputi:
a. Jumiah kunjungan tamu terfasilitasi;
b. Makanan dan minuman tamu tersedia.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan fasilitasi kunjungan
tamu dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran dari Januari 2023 sampal
dengan bulan Desember 2023,



F. LOKAS|I PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan fasiitasi

kunjungan tamu di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Rincian Jumiah
No- | Polaksanaan | Aktivitas | ANV | rongy | Orang
1. | Januari 2023 | Penyediaan |a. Melakukan |PPTK 4 orang |
s/d makanan pembayaran | Bendahara '|
Desember dan b. Laporan pengeluaran
2023 minuman pertanggung | Staf
jamuan jawaban/SPJ
tamu [

H. KELUARAN/OUTPUT
Keluaran dari Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
fasilitasi kunjungan tamu adaiah sebagal berikut :
a, Jumiah kunjungan tamu terfasilitasi;
b. Jumiah makanan minuman tamu tersedia;

. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan fasilitasi
kunjungan tamu adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan Sekretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
fasilitasi kunjungan tamu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)



K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosar, & Januar 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MNIP 16760228 185412 1 001 MNIP 18730317 109402 2 001

Mengetahui
apendudukan dan Pencatatan Sipil




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRAS|I UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULTASI SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi

diperiukan adanya penyediaan anggaran dalam melaksanakan rapal-rapat
koordinasi baik rapat koordinasi intemal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul maupun ekstemal dengan perangkat daerah yang lain di
wilayah Kabupaten Gunungkidul maupun luar daerah Kabupaten Gunungkidul,

Adapun kensultasi ke pusat/Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Sipil serta sharing pengalaman dan pemecahan permasalahan keluar deerah
diperiukan untuk mencari solusi dan pengarahan atas permasalahan-permasalahan
kependudukan dan pencatatan sipil serta study tiru dalam pemecahan parmasalahan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

1.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkbdul:

Feraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomeor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kera Dinas Kependudukan dan
Pancatatan Sipil;



8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

C. TUJUAN
a. Untuk mencari solusi permasalahan dengan konsultasi pusat serta daerah lain
agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

b. Untuk menambsh wawasan dan pengetahuan tentang penyelenggaraan
administras! kependudukan.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup Kegiatan administrasl umum perangkat daerah sub kegiatan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terdiri dari beberapa
kegiatan yang meliputi:
a. Penyediaan makan minum rapat baik intemal maupun eksternal;
b. Penyediaan anggaran konsultasi ke pusat serta sharing ke daerah lain.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan Penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan pada Januari 2023 sampai dengan
Novembear 2023,

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan Penyelenggaraan rapat
koordinasi dan  konsultasi SKPD dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Kementeran Dalam Negeri Rl
serta daerah di luar DIY,

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Aktivitas
1. | Januar 2023 | Persiapan |a. Menyiapkan PPTK 10 orang
jadwal Bendahara

Rapat-rapat rencana rapat | pengeluaran
koordinasi koordinasi; Staf Subbag

b. Menyiapkan | Umpeg
bahan-bahan | Lainya




Pelaksanaan | Aktivitas Rincian Terkait | oibat
Aktivitas
konsultasi,
Penyediaan sharing
perjalanan . Melaksanakan
dinas Pﬂﬁﬂlﬂﬂﬂﬂ:
dinas
. Laporan
pertanggungja
waban/SP.J
Februari Penyediaan | a. Melaksanakan | PPTK 5 orang
2023 perjalanan perjalanan Bendahara
dinas dinas pengeiuaran
. Laporan pegawai
pertanggungja | dinas
waban/SPJ
Maret 2023 | Rapat-rapat |a. Melaksanakan | PPTK 105
koordinasi rapat Bendahara | orang
koordinasi pengeluaran
. Laporan pegawai
pertanggungja | dinas
waban/SPJ
April 2023 | Rapat-rapat |a. Melaksanakan | PPTK 70 orang
koordinasi rapat Bandahara
koordinasi pengeluaran
. Laporan pegawal
partanggungja | dinas
" " waban/SF.
Mei 2023 Rapat-rapat |a. Melaksanakan | PPTK 75 orang
koordinasi rapat Bendahara
koordinasi pengeluaran
Penyediaan |b. Melaksanakan | pegawai
perjalanan perialanan dinas dan
dinas dinas perangkat
. Laporan daarah lain
pertanggungja
waban/SPJ
Juni 2023 Rapat-rapat |a. Melaksanakan | PPTK 105
koordinasi rapat Bendahara | crang
koordinasi pengeluaran
Penyediaan |b, Melaksanakan | pegawal
perjalanan perjalanan dinas
dinas dinas
Laporan
pertanggungja
waban/SPJ
Juli 2023 Rapat-rapat |a. Melaksanakan | PPTK 6 orang
koordinasi rapat Bendahara
koordinasi pengeluaran
. Laporan pegawal
pertanggungja | dinas

waban/SPJ




Waktu Sub- Pihak Orang
N, Pelaksanaan | Aktivitas Rincian Terkait Terlibat
Aktivitas
8. | Agustus 2023 | Rapat-rapat |a. Melaksanakan | PPTK 50 orang |
koordinasi rapat Bendahara

koordinasi pengeluaran
Penyediaan |b. Melaksanakan | pegawal
perjalanan perjalanan dinas

dinas dinas
c. Laporan
pertanggungia
waban/5PJ
8 September Rapat-rapat |a. Melaksanakan | PPTK 50 orang
2023 koordinasi rapat Bendahara
koordinasi pengeluaran |
b. Laporan pegawai |
pertanggungja | dinas
waban/SPJ
10. | November Rapat-rapat |a. Melaksanakan | PPTK 50 orang
2023 koordinasi rapat Bendahara

koordinasi pengeluaran

pertanggungja | dinas |
waban/SPJ |

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu :
a. Jumilah konsultasi dan koordinasi luar daerah terfasilitasi;
b. Jumiah snak dan minum rapat tersedia,

I. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian Sekretarist Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungiidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan kegiatan administrasl umum perangkat daerah sub kegiatan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp62.824.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu
rupiah).



K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Karja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pemblayaannya.

Wonosari, £ Januari 2023
Pejabal Pelaksana Teknis Kegiatan

MURYANI, S.1P
NIP 19730317 188402 2 001

Mengetahui




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologl dan Informasi serta tuntutan masyarakat akan layanan yang

lebih baik menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh suatu perangkat deerah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagal unit
penyelenggara layanan publik di bidang administrasi kependudukan mempunyai
tanggung jawab untuk memberikan layanan yang terbalk sasuai dengan tugas dan
fungsinya. Untuk memperancar pelaksanaan kegiatan sesual tugas pokok dan
fungsi diperlukan adanya penyediaan anggaran dalam melaksanakan rapat-rapat
koordinasi baik rapat koordinasi internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul maupun eksternal dengan perangkat daerah yang lain di
wilayah Kabupaten Gunungkidul.

B. DASAR HUKUM

i 5

Undang-undang Momor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-dasrah
Kabupaten dalam Lingkungan Dasrah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kedja;
Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Parubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;



8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

9. Keputusan Pejabal Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul.

C. TUJUAN
a. Untuk mencari solusi permasalahan layanan administrasi kependudukan agar
tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;
b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyelenggaraan
administrasi kepandudukan.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKFD berupa
a. Penyediaan makan minum rapat baik internal maupun eksternal,

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dilaksanakan pada bulan Januari,
Februari, Maret dan Oktober tahun 2023.

F. LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elakironik pada SKPD dilaksanakan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Aktivitas
1. |Januari2023 | Persiapan |a. Menylapkan | PPTK 20 orang

jadwal Bendahara
Penyediaan rencana rapat | pengeluaran
rapat koordinasi; Staf Subbag
koordinasl | b, Melaksanakan | Umpeg
*Go Digital” rapat Lainya

koordinasi Pegawai

c. Laporan dinas/Luar
pertanggungja
waban/SPJ




No. Waktu Sub- Fihak Orang
Aktivitas
2 Februari Penyediaan | a. Melaksanakan | PPTK 20 orang
2023 rapat rapat Bendahara
koordinasi koordinasi pengeluaran |

“Go Digital” | b. Laporan pegawal

pertanggungja | dinas/Luar
waban/SPJ
3. | Maret 2023  Penyediaan |a. Melaksanakan | PPTK 20 orang
rapat rapat Bendahara
“Go Digital” |b. Laporan pegawai
pertanggungja | dinas /Luar
waban/SPJ
4. Oktober2023 | Penyediaan |a. Melaksanakan | PPTK 20 orang
rapat rapat Bendahara
koordinasi koordinasi pengeluaran
“Go Digital" |b. Laporan pegawai
pertanggungja | dinas/Luar
waban/SP.J |

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan administrasi umum perangkal daerah sub kegiatan
pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yaitu
a. Jumlah rapat koordinasi terfasilitasi;
b. Jumilah snak dan minum rapat tersedia,

. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan pelaksanaan
sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD adalah Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Palaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).



K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja inl sebagai gambaran umum dan penjeiasan yang
skan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasl, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serts
pambiayaannya.

Wenosari, & Januar 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURYANI, S.IP
NIP 19760228 199412 1 001 NIP 16730317 199402 2 001




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa program kerja
dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran stralegis
dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang
dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh sekretariat adalah
kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan
penyediaan Jasa surat menyurat. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan
seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan persuratan baik yang
dilaksanakan di bidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien balk dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek
efisiennya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga sasaran yang hendak dicapai
tepat sasaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tantang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;



7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

9. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Parangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

C. TUJUAN
a. Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administras! Perkantoran untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di limgkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
b. Terpenuhinya jasa persuratan, pengiriman dokumen dan jasa tenaga administrasi
untuk memperlancar dalam pelayanan pada masyarakat:

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
sub kegiatan penyediaan Jasa surat menyurat meliputi -
a. Penyediaan Jasa surat menyurat;
b. Penyedisan Jasa tenaga administrasi:
¢. Penyediaan Jasa pengiriman dokumen:

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan
penyediaan Jasa sural menyurat dilaksanakan dalam jangka wakiu satu tahun dari
Januar 2023 sampai dengan Desember 2023.

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan
penyediaan Jasa surat menyurat dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.



G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Wa Bub ‘Rincian Aktivitas . Jumilah
Pelaksanaan | Aktivitas Terkait Terlibat
Januari 2023 | Penyediaan | a. Melakukan PPTK 3 orang
sampai Jasa pembayaran Bendahara
Desember Tenaga b. Laporan pengeluaran
2023 Administrasi pertanggung THL

jawaban/SPJ

Februari 2023 | Penyediaan B. Melakukan PPTK ag

Sampai perjalanan perjalanan dinas | Bendahara orang

Desember dinas biasa b. Melakukan pengeluaran

2023 pembayaran Pegawai

c. Laporan dinas
pertanggungjaw
aban/SPJ

Februari 2023 | Penyediaan |a. Melakukan PPTK 30
benda pos pembelian Bendahara orang

benda pos pengeluaran
b. Melakukan Pegawai
pembayaran dinas
c. Laporan
pertanggungjaw
aban/SP.J

Maret 2023 | Penyediaan |a. Melakukan PPTK 3 orang |
paket pengiriman Bandahara
pengiriman surat/dokumen | pengeluaran

melalui  jasa | Caraka
pengiriman Pengadminist
b. Melakukan rasi umum
pembayaran
¢. Laporan
pertanggung
jawaban/SP.)

Mei 2023 Penyediaan |a. Melakukan PPTK orang
paket pengiriman Bendahara
pengiriman surat’dokumen | pengeluaran

melalui  jasa | Caraka
pengiriman Pengadminist
b. Melakukan rasi umum
pembayaran
e. Laporan
pertanggung
jawaban/SP.J

Juli 2023 Penyediaan |a. Melakukan PPTK orang
pakat pengiriman Bendahara
||punni1mnn suratidokumen | pengeluaran

melalul jasa | Caraka
pengiriman Pengadminist

b. Melakukan rasi umum
pembayaran




‘Rincian Aktivitas Jumiah
Pelaksanaan | Aktivitas Terkait | 1o unot
¢. Laporan
pertanggung
== (| L jawaban/S5PJ |
7. Septambar Penyediaan B. Melakukan PPTK 3 orang
2022 benda pos [ pambayaran Bandahara
. Laporan pengeluaran
pertanggungjaw | Pengadminist
aban/SPJ resi umum
. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub
kegiatan penyediaan Jasa surat menyurat yaitu :

a. Jumiah surat yang terkirim;

b. Jumiah tenaga administrasi terbayar,

c. Jumiah dokumen terkirim;

d. Jumlah perjalanan dinas dilaksanakan:

. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub
kegiatan penyediaan Jasa surat menyurat adalah Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul.

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan dasrah sub
kegiatan penyediaan Jasa surat menyurat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).



K. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta

pembiayaannya.

Wonosari, & Januari 2023
Sekretaris Dinas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.1P

MURYANI, S.IP
P NIP 19730317 100402 2 004

NIP 18760228 188412 1 001




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pambantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa program kerja
dan sasaran sirategis. Ddalam pencapalan target program kerja dan sasaran
strategie dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana
penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh
sekretariat adalah keglatan penyaediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dengan
teriaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait
dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan di bidang maupun sekretariat
dapﬁdﬂﬂmanﬂanmmﬁﬂﬂrhnefmhnhﬁhdnﬂnpﬂtuﬁkﬁﬁhammm
pencapaian tujuan maupun aspek efisiennya dalam penggunaan anggaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-deerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupatan
Gunungkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Daersh Kabupaten Gunungkidul Momor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;



7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisssi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023:

8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 fentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

C. TUJUAN
a. Teraminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul:
b. Terpenuhinya sarana penunjang perkantoran untuk memperiancar dalam
pelayanan pada masyarakat;

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mefiputi -
a. Penyediaan Jasa Komunikasi;
b. Penyediaan Jasa Air;
c. Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik:
d. Penyediaan jasa Paket data.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan
Fenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan dalam
jangka waktu satu tahun dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

F. LOKAS!| PELAKSANAAN
Keglatan penyedisan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,



G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No. s W roeie Aktivitas Pihak Orang
1. |Januari 2023 | Penyediaan &. Melakukan PPTK 7 orang
sampai jasa telepon pembayaran | Bendahara
Desember tagihan telepon | pangeluaran
2023 Penyediaan b Melakukan staf
|asa air pembayaran
tagihan air
Penyediaan |  pelakukan
jasa listrik pembayaran
tagihan listrik
W d. Melakukan
pembayaran
kawat/paket naket data '
deta e. Laporan
pertanggungja
= waban/SPJ |

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub
kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu :
a. Jumiah jasa rekening telepon yang dibavar;
b. Jumilah jasa rekening air yang dibayar;
c. Jumilah jasa rekening listrik yang dibayar;
d. Jumiah jasa paket data yang dibayar.

. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub
kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawalan Sekretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan penyedisan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub
kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp151.801.750,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus satu
ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan sera
pembiayaannya.

Wonosari, £ Januar 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ARISA : MURYANL S.iP
NIP 18760228 199412 NIP 18730317 109402 2 001




KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa program kerja
dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis
dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang
dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh sekretariat adalah
penyediaan jasa penunjang urusan pemesintah daerah sub kegiatan penyediaan
jasa pelayanan umum kantor. Dengan teriaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh
kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkanioran, baik yang
dilaksanakan di bidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan
mmmmmdummmummmnm
efisiennya dalam penggunaan anggaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dasrah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidu! Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;



7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tuges, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daserah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

C. TUJUAN

a. Teraminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

b. Terpenuhinya jasa kebersihan kantor untuk memperiancar dalam pelayanan pada
masyarakat,

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub
kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor meliputi :

a. Penyedizan Jasa Kebersihan;

b. Penyediaan jasa retribusi sampah.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan penyediaan jasa penunjang wurusan pemerintah daerah sub kegiatan
penyediaan jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan dalam jangka waktu satu
tahun dan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

F. LOKAS! PELAKSANAAN
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan
penyediaan jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungiidul.



G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan | Aktivitas ' Terkait | 1onibat
1. | Januari 2023 | Persiapan a. Menyiapkan | PPTK 2 orang
bahan dan | Pembantu
dokumen PPK PD
konirak
b. Mengusulkan
anggaran
2. Januan 2023 | Penyediaan |a. Melakukan |PPTK 2 orang
sampai jasa retribusi pembayaran | Bendahara
Desember sampah b. Laporan | pengeluaran
| 2023 pertanggungj
awaban/SPJ !
3. | Juli 2023 Panyediaan a. Melakukan |PPTK 3 orang
ja@sa | pembayaran |Bendahara
kebersinan | b. Laporan pengeluaran
pertanggungj
awaban/SP.J
4 Desember Penyediaan |a. Melakukan PPTK 4 orang
2023 jasa pembayaran | Bendahara
kebersihan b. Laporan pengeiuaran
pertanggung|
awaban/5FJ

H. KELUARAN (QOUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub
kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu :

a. Jumiah jasa kebersihan terbayar,;

b. Jumilah jasa retribusi sampah terbayar.

. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub
kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul,

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub
kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp71.997.600,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh
ribu enam ratus rupiah).



K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta

pembilayaannya.

Wonosar, £ Januar 2023
Pejabat Pelaksana Teknis

MURYANIL, S.1P
NIP 18730317 198402 2 001

Mengetahui
ﬂ(ﬂpﬂh Dinas Kgpendudukan dan F‘an::utamn Sipdl




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN,
BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL ATAU LAPANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENDAHULUAN
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk
meningkatkan kinerja pegawal, maka kegiatan pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintahan derah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional sangat
dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan
kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakaria jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana felah diubah dengan Undang-undang MNomeor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kenja;

3. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-20286,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

8. Persturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,



9. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

C. TUJUAN

Tujuan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

derah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharsan, biaya pemeliharaan, pajak dan

perizinan kendaraan dinas operasional adalah

1. Terpeliharanya Aset Tetap bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi
naungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

2 Terlaksananya semua sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional diantaranya :
a_ Belanja jasa lenaga supir;
b. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas;
¢. Belanja pajak kendaraan dinas.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan derah

sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharsan, pajak dan
perizinan kendaraan dinas dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari Januari 2023

sampai dengan Desember 2023.

F. LOKASIPELAKSANAAN
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan derah

sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, bisya pemeliharaan, pajak dan
perizinan kendaraan dinas dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Gunungkidul.



G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan |  Aktivias Torkalt | teriibat
Januari 2023 | Persiapan . Menyiapkan | PPTK 2 orang
bahan dan | Pembantu
dokumen PPK PD
. Mengusulkan
anggaran

Januari 2023 | Penyediaan . Melakukan PPTK 3 orang

sampai jasa tenaga pembayaran | Bendahara

Desember sopir . Laporan pengeluaran

2023 pertanggungja

waban/SPJ

Februari Penyediaan . Melakukan PPTK 5 orang

2023 Belanja pembayaran | Bendahara
pemeliharaan |b. Laporan pengeluaran
kendaraan pertanggungja | staf

_ roda 4 waban/SPJ

Maret 2023 | Penyediaan Melakukan PPTK 5 orang
Belanja pembayaran | Bendehara
pemeliharaan |b. Laporan pengeluaran
kendaraan pertanggungja | staf
roda 2 waban/SP.J ]

April 2023 | Penyediaan |a. Melakukan PPTK 5 orang
Belanja pembayaran | Bendahara
pemeliharaan |b. Laporan pengeluaran
kendaraan pertanggungja | staf
roda 4 waban/SP.

Mei 2023 Penyediaan |a. Melakukan PPTK 5 orang
Belanja pembayaran | Bendahara
pemeliharaan |b. Lapoman pengeluaran
kendaraan pertanggungja | staf
roda 2 waban/SPJ

Juli 2023 Penyediaan |a. Melakukan PPTK 5orang |
Belanja pembayaran | Bendahara
pemeliharaan |b. Laporan pangeluaran
kendaraan pertanggungja | staf
roda 4 waban/SPJ

Agusius 2023 | Penyediaan |a. Melakukan | PPTK 5 orang
Belanja pembayaran | Bendahara
pemeliharaan |b. Laporan pengeluaran
kendaraan pertanggungja | staf
roda 2 waban/5PJ

Oktober 2023 | Penyediaan |a. Melakukan PPTK 5 arang
Belanja pembayaran | Bendahara
pameliharaan |b. Laporan pengeluaran
kendaraan pertanggungja | staf
roda 4 waban/SPJ




fh Waktu Sub- . Pihak "'m‘"“'
Pelaksanaan |  Aktivitas Torkait | ot
Penyediaan
Belanja
pemeliharaan
kendaraan
roda 2
10. | November | Penyediaan |a. Melakukan | PPTK 5 o
2023 Belanja pembayaran | Bendahara r
pemeliharaan (b. Laporan pangeluaran a
kendaraan pertanggungja | staf n
| roda 2 waban/SP.J g |

H. KELUARAN (OQUTPUT)
Keluaran dari Keglatan pemeliharaan barang milk daerah penunjang urusan
pemerintshan derah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemealiharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas yaitu :
a. Jumiah jasa sopir yang dibayarkan;
b. Jumlah pemeliharaan angkutan kendaraan roda 4 yang dibayarkan;
c. Jumiah pemeliharaan angkutan kendaraan roda 2 yang dibayarkan.

. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan pemeliharaan barang milk daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, bilaya
pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas adalah Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawalan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu
rupiah).



K.

PENUTUP |
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenal latar
belakarg, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan

sarta pembiayaannya.

Wonosari, § Januari 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

M

YANL S.IP
NIP 18730317 189402 2 001

Mengeatahul
pandudukan dan Pencatatan Sipil




A,

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN
MESIN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023

LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki beberapa program kerja
dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kefja dan sasaran strategis

dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang
ditaksanakan oleh sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Gunungkidul. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh sekretariat adalah
kegiatan pemeliharaan barang milik dasrah penunjang urusan pemerintah daerah
sub keglatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Dengan tedaksananya
kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan
perkantoran, balk yang dilaksanakan di bidang maupun sekretariat dapat
dilaksanakan secara efekiif dan efisien baik dari aspek efekiifitasnya dalam
pencapaian tujuan maupun aspek efisiennya dalam penggunaan anggaran.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan Daerah
istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Daersh Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;



7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

B, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Fenjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

9. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

C. TUJUAN
a. Teraminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,
b. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya untuk memperancar dalam
pelayanan pada masyarakat

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya :
a. Penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin.

E. WAKTU PELAKSANAAN
kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sub
kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dilaksanakan dalam jangka
waktu satu tahun dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sub
kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.



G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

. Rincian _ Jumiah
Waktu ivita Aktivitas Pihak Orang
No. | palaksanaan | Sub-Aktivitas Torkalt | Toribat
1. Januari 2023 | Persiapan . Menyiapkan | PPTK 2 orang
bahan dan | Pembantu
dokumen PPK PD
. Mengusulkan
anggaran
2. April 2023 Penyediaan . Melakukan PPTK 3 orang
pemeliharaan pembayaran | bendahara
peraiatan . Laporan pengeluaran
komputar pertanggung | dan
jawaban/SPJ | penyimpan
barang
3. | Juni2023 Penyediaan . Meiakukan PPTK 3 orang
pemeliharaan pembayaran | bendahara
peralatan . Laporan pengeluaran
komputer partanggung | dan
jawaban/SPJ | penyimpan
barang _
4. | Juli2023 Penyediaan Melakukan PPTK 3 orang
pemeliharaan pembayaran | bendahara
peralatan . Laporan pengeluaran
komputer pertanggung | dan
jewaban/SPJ | panyimpan
barang
5. Agustus 2023 | Penyediaan . Melakukan PPTK 3 orang
pemeliharaan pembayaran | bendahara
alat kantor . Laporan pengeluaran
pertanggung | dan
jawaban/SPJ | penyimpan
barang )
8. Oktober 2023 | Penyediaan . Melakukan PPTK 3 orang
pameliharaan pembayaran | bendahara
peralatan . Laporan pengeluaran
komputer pertanggung | dan
jawaban/SPJ | penyimpan
barang

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
a. Jumlah peratatan dan mesin yang dipefihara.




PELAKSANA

Pelaksana Keglatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
daerah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah).

PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pamblayaannya.

Wonosari, & Januari 2023

Pejabat P eknis Kegiatan

MURYANI. S.IP
NIP 19730317 199402 2 001




KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI
GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk

meningkatkan kinera pegawai, maka kegiatan pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerntahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi
gedung kantor dan bangunan lainnya sangat dibutuhkan di dalam kegiatan
operasional perkantoran, sshingga pemenuhan kebutuhannya sangal menunjang
kelancaran kegiatan.

B. DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tabun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasl, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,



cl

8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupsaten Gunungkidul Nomaor
DPAJA.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

TUJUAN

Tujuan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

adalah :

1, Terpeliharanya Aset Tetap bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi
naungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

2. Terlaksananya semua sub pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan barang millk daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya diantaranya adalah :

a. Belanja Jasa tenaga penjaga malam

b. Belanja pemeliharaan gedung kantor

WAKTU PELAKSANAAN

Lingkup kegiatan pemeliharaan barang milk daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari Januari 2023 sampai
dengan Desember 2023.

LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan derah
sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten
Gunungkidul.



G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

T e [ e | e T ek [
Pelaksanaan | Aktivitas Terkait | . ooy
1. | Januari 2023 | Persiapan . Menyiapkan PPTK 2 orang
bahan dan| Pembantu
dokumen PPK PD
. Meangusulkan
anggaran
2. | Januar 2023 | Penyediaan Melakukan PPTK 4 orang
sampai |asa tenaga pembayaran | Bendahara
Desember Keamanan . Laporan pengeiuaran
2023 pertanggunglja
waban/SP.J
3. | Maret 2023 | Penyediaan |a. Melakukan PPTK 2 orang
pemeliharaan pembayaran | Bendahara
bangunan . Laporan pengeluaran
gedung pertanggungja
kantor waban/SP.J
4. | Juli 2023 Penyediaan |a. Melakukan PPTK 2 orang
pemeliharaan pembayaran | Bendahara
bangunan . Laporan pengeluaran
gedung pertanggungja
l kantor waban/SPJ

H. KELUARAN (QUTPUT)
Keluaran dari kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub keglatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kamfor dan
bangunan lainnya yaitu :
a_ Jumiah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan ;
b. Jumiah gedung yang dipelihara.

PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan pemeliharaan barang millk daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan

bangunan lainnya adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.




J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp76.011.000,00 (tujuh
puluh enam juta sebelas ribu rupiah).

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjeiasan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenal latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan
serta pembiayaannya.

Wonosari, & Januari 2023

Pejabat Pela eknis Kegiatan

M
NIP 18730317 198402 2 001




KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URLISAN
PEMERINTAHAN DERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITAS! SARANA
DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk

meningkatkan kinerja pegawal, maka kegiatan pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintahan derah sub keglatan pemeliharaan/rehabilitasi
sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sangat
dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan
kabutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

B. DASAR HUKUM

) A

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kefja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul,

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,



8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

C. Tujuan

D.

E.

Tujuan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintaharn
derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung
gedung kantor atau bangunan lainnya adalah

1. Terpeliharanya aset tidak bergerak yang menjadi naungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

2. Teraksananya semua sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub keglatan pemeliharaan / rehabiiitasi sarana dan prasarana
pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya adalah

a. Belanja pemeliharaan AC.

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan derah
sub keglatan pemeliharaan/rehabifitasi sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor atau bangunan lainnya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan Januari
2023 sampal dengan Desember 2023.

LOKAS| PELAKSANAAN

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan derah
sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor atau bangunan lasinnya dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tincian Jumiah |
No. | pDelaksanasn | Aktivitas ARDiEh Terkait w""‘"
B Januari 2023 | Persiapan a. Menyiapkan PPTK 2 orang
bahan dan  staf
dokumen




b. Mengusulkan
anggaran
2. | Februari Penyedisan |a. Melakukan PPTK 2 prang
2023 pemeliharaan pembayaran | Bendahara
alat b. Laporan pengeluaran
pendingin pertanggungja
waban/SP.J
3. | Mei2023 Penyediaan |a. Melakukan PPTK 2 orang
pemeiiharaan pembayaran Bendahara
alat b. Laporan pengeluaran
pendingin pertanggungja
waban/SPJ |
4. | Agustus 2023 | Penyediaan |a, Melakukan PPTK 2 orang |
pemeliharaan pembayaran | Bendahara
alat b. Laporan pengeluaran
pendingin pertanggungja
waban/SPJ
5. | November | Penyediaan |a. Melakukan PPTK 2 orang
2023 pemeliharaan pembayaran | Bendahara
alat b. Laporan pengeluaran
pendingin pertanggungja
waban/SP.)

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabllitasi sarana dan prasarana
pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yaitu
a. Jumlah AC yang dipeiihara.

. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub keglatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana
pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya adalah Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Sekretarial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana
pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).



PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pemblayaannya.

Wonosari, & Januari 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NIP 19730317 199402 2 001



KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN

ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2008 tentang

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul berkewajiban memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dengan
melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Pendaftaran Penduduk.

Dokumen Pendaftaran Penduduk yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk

(KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu ldentitas Anak (KIA).

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dan Petugas Registrasi Desa serta masyarakat pengguna layanan.

B. DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Keja;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dar hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Klarifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerahy;

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 868 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



8. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2020 tentang Formulir dan
Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Administrasi Kependudukan.

0. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Adminisirasi Kependudukan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2023;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023.

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas

pendaftaran panduduk adalah:

1. Melaksanakan Pencatatan, Penatausshaan dan Penerbitan penerbitan Kariu
Tanda Penduduk Elektronik;

2. Melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Kartu Keluarga;

3. Melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Kartu ldentitas Anak;

4, Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk sampal tingkat desa melalui
petugas register desa; dan

5. Memecahkan parmasalahan terkait dengan pelayanan pendaftaran dan penerbitan
Identitas Penduduk.

D. WAKTU PELAKSANAAN
Keglatan Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas
pendaftaran Penduduk dilaksanakan dalam wakiu 1 tahun (Januar 2023 s/d Desember
2023).



E. LOKAS| PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pencatatan, Penstausahaan dan Penerbitan dokumen atas

pendaftaran Penduduk adalah di Kabupaten Gunungkidul.



F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Vo | ottt | o e S — P
7, G " i wﬁ - ;e ae 5 ﬁ.ﬂ . —
1 Triwuan|  |1.Rapat nasl Operatar - Melaksanakan Rapat | Operator SIAK | 30 orang | Mengkoordinasikan
SIAK Koordinasi Operator Pendaftaran Penduduk
SIAK
7 Rapal Persiapan Penerbian | - Melaksanakan Rapat | Seksi identitas | 100 orang Meangkoordinasikan
KLA Koordinasl Penerbitan | Penduduk Penarbitan KIA
KIA
3. Meiaksanakan Pelayanan | &, Rekam KiP-8l Seksl identitas | 30 orang | Menerbitikan 5,000 KTF
pensrbitan KTP-el b. Cetak KTP-sl Penduduk
& Distribusi KTP-al
4. Melaksanakan Pelayanan |a. Entri KIA Geks| identitas | 5 lokasl x 4 | Menerbitkan 2.500 KIA
Penerbitan Karlu |dentitas  |b. Cetak KIA Penduduk oprang
Anak (KIA) One Day Service [c. Distribusl KIA
5. Melaksanakan Pelayanan |a. Entri KK Geksl identitas | 30 orang | Menerbitian 5.000 KK
Penerbitan Kartu Keluarga |[b. Cetak KK Penduduk
(KK) ¢ Distribusi KK
Triwulan il | 1.Rapal Koordinasi Petugas | Melaksanakan Rapat Pelugas register | 144 orang | Koordinasi Pelayanan |
Register Desa Koordinas! Petugas Register | desa identitas Penduduk Tin
Desa Tarbayamya Honor pes
Pembayaran Honor Petugas | Petugas 144 grang | register desa Termin
Register Desa Register Desa




e [N B ﬁﬁ ki
Rapat Koordinasl Operstor | Melaksanakan Rapat Operator SIAK | 30 orang Menngkcordirasikan p
SIAK Koordinasl Operator SLAK Pendaftaran penduduk
trivulan Il
3. Melaksanakan Pelayanan | d. Rekam K1P-gl Geksl Identitas | 30 orang | Menerbitkan 5.000 KT}
penerbitan KTP-al . Catak KTP-8l Panduduk
f. Distribusi KTP-el
4 Melaksanakan Pelayanan  |d. Entri KIA Seksl identitas | 30 orang | Menerbitkan .800 KIA
Penerbitan Kartu identitas |a. Catak KiA Penduduk
Aniak (KIA) . Distribusi KIA
5. Melaksanakan Pelayanan  |d. Entrl KK Beksl Identitas | 30 orang | Menerbitkan 5.000 KK
Penerbitan Kartu Keluarga |e. Cetak KK Penduduk
(KK) f. Distribusi KK
“Rapat Koordinasi Petugas | Meiaksanakan Rapat Pefugas register | 144 orang | Koordinasi Pelayanan |
Register Desa Koordinasi Petugas Register | desa Identitas Penduduk Tin
Desa Terbayamya Honor pei
Pembayaran Honor Petugas | Petugas 144 orang | register desa Termin ||
Registar Desa Register Desa
2 Rapat Koordinasi Operator | Melaksanakan Rapat Operator SIAK. | 30 orang | Mengkoordinasikan pe
SIAK Koordinasl Operator SIAK penerbitan identitas
triveulan i




— = " =1 3 i S ——
- Melaksanakan Pelayanan a. Rekam Seks| |dentitas | 30 orang Menerbitkan £.000 KTF
penerbitan KTP-al b. Cetak KTP-el Penduduk
g. Distribusl KTP-al
4. Melaksanakan Pelayanan | a, EntiKIA Seksl identtas | 30 orang | Menerbitkan 5.000 KIA
Penerbitan Kartu Identitas | b. Cetak KIA Penduduk
Anak (KIA) Distribusi KIA
.Melaksanakan Pelayanan a. Enti KK Seksl identitas | 30 orang | Menerbitkan 5.000 KK
Penerbitan Kartu Keluarga | b. Cetak KK Penduduk
(KK) ¢ Distribusl KK
Trwuan IV | 1. Melaksanakan Pelayanan | 8. Rekam KTP-el Seks identitas | 30 orang | Menaerbitkan 7.000 KT}
penerbitan KTP-el b. Cetak KTP-al Penduduk
e. Distribusi KTP-al
2 Melaksanakan Pelayanan | 8. Enini KIA Seksi identitas | 30 orang | Menerbitkan 5.000 KIA
Penerbitan Kartu Identitas | b, Cetak KIA Panduduk
Anak (KIA) Distribusi KIA
Melaksanakan Pelayanan | &. EntriKK Seksl identitas | 30 orang | Menerbitkan 5.000 KK
Penarbitan Kartu Keluarga | b, Cetak KK Penduduk
(KK} Distribusi KK




G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
dokumen atas pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut:
1. Triwulan | tahun 2023

—

Terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Operator SIAK
Terlaksananya Layanan One Day Service KIA di 5 lokasi

Tercapainya pelayanan penerbitan KTP elektronik sebanyak 5.000
dokumen

Tercapainya pelayanan penarbitan KIA Sebanyak 2.500 dokumen
Tercapainya pelayanan penerbitan KK sebanyak 5.000 dokumen

2. Triwulan |l tahun 2023

Tarselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Operator SIAK
Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Petugas Registrasi
Desa

Terbayamya Honor Petugas Registrasi Desa Termin |

Tercapainya pelayanan penerbitan KTP elekironik sebanyak 5.000
dokumen

Tercapainya pelayanan penerbitan KIA Sebanyak 8.000 dokumen
Tercapainya pelayanan penerbitan KK sebanyak 7.000 dokumen

3. Triwulan 1l tahun 2023

Terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Operator SIAK
Terselenggaranya Kegiatan Rapal Koordinasi dengan Petugas Regisirasi
Desa

Terbayamya Honor Petugas Registrasi Desa Termin ||

Tercapainya pelayanan penerbitan KTP elekironik sebanyak 8.000
dokumen

Tercapainya pelayanan penerbitan KIA Sebanyak 5.000 dokumen
Tercapainya pelayanan penerbitan KK sebanyak 5.000 dokumen

4_ Triwulan IV tahun 2023

-

Tercapainya pelayanan penerbitan KTP elekironik sebanyak 7.000
dokumen

Tercapainya pelayanan penerbitan KiA Sebanyak 5.000 dokumen
Tercapainya pelayanan penerbitan KK sebanyak 5.000 dokumen



H. PELAKSANA
Pelaksana Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan Pelayanan Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pendaftaran Penduduk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul adalah Seksi
Identitas Penduduk, Tim Pengelola SIAK serta Petugas Registrasi Desa.

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan Pelayanan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pendaftaran Penduduk
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 480.730.000,00 (empat ratus delapan puluh juta
tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:

Rapat-Rapat koordinasi;

Honor Petugas Registrasi Desa;

Sosialisasi Kepemilikan Identitas Penduduk;

Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga;

Pelayanan penerbitan Karu Tanda Penduduk; dan

Pelayanan Penerbitan Kartu ldentitas Anak;

R N



J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegiatan Pelayanan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan
Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pendaftaran
Penduduk yang skan dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi
mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, wakiu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksanan kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, § Januari 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

=

DIDIT WIDIATMOKO, S.1.P, M.Si.
NIP. 19680129 199603 1 005




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN
ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipii Kabupaten Gunungkidul berkewajiban melaksanakan pelayanan
Administras! Kependudukan kepada seluruh Penduduk Kabupaten Gunungkidul
melalui GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)

Pelaksanaan pelayanan Administrasi dalam Bidang Kependudukan
berupa Pendaftaran Penduduk guna meningkatkan cakupan perekaman
Biomelik KTP Elektronik Penduduk Kabupaten Gunungkidul kegiatan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa
Kependudukan difokuskan pada pelayanan reguler Pindah Datang Penduduk
pada layanan di Dinas serta perekaman Biometrik KTP Elektronik Penduduk
Pemula, Jompo dan Disabilitas. Mulai tahun 2022 dan dilanjutkan tahun 2023,
Pelaksanaan kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen
atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan ini dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta melibatkan Perangkat Daerah lain
yang terkait antara lain Pemerintah Kapanewon, Dinas Pendidikan dalam hal ini
sekolah-sekolah serta Kalurahan.

B. DASAR HUKUM

1.  Undang — Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Karja;

4. Peraturan Pemerintah Momor 40 Tabun 2018 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023;

8. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara,
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



10.

1.

2.
13.

14,

15.

16.

Tuj

Cara Evalussi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah,
gerta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana
memmmwm

WWMWWWTWEH%EMW
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah

Paraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor § Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudulkan;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2022

. TUJUAN

uan Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas

Pelaporan Peristiwa Kependudukan adalah:

1.
2,
3

4,

5.

Menciptakan dan meningkatkan tertib Administrasi kependudukan;
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di bidang Kependudukan;

. Meningkatkan cakupan perekaman KTP Elektronik Penduduk Kabupaten

Gunungkidul,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Memecahkan permasalahan terkait dengan Pelayanan Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk.

. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pancatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan
Peristiwa Kependudukan dilaksanakan dalam wakiu 1 Tahun (Januar 2023 s.d.
Desambear 2023).

E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas
Pelaporan Peristiwa Kependudukan adalah di wilayah Kabupaten Gunungkidul.



F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERK

1 | Triwulan| |« Rapat Persiapan a. Persiapan rapat Operator SIAK 40 orang | Persapan
Perekaman KTP el b. Pelaksanaan rapat perekaman
Fa- ¢. Pelaporan hasil rapat &l

« Rapat Persiapan a. Persiapan rapat Operator SIAK 40 orang | Persiapan
Perekaman KTP el b. Palaksanaan rapat perekaman K
o c. Pelaporan hasil rapat el

« Palayanan Pindah a. Entrl penduduk datang | Operator SIAK 30 orang | Menerbitkan
Datang Penduduk b. Cetak SKPWNI, SKPWNI,

KK, KTP dan KIA KTP dan KIA

« Perekaman a. Rekam KTP-el Seksi Pindah Datang | 10 orang | Menerbitkan
biometrik KTP &l b. Cetak KTP-el dan Pendataan
Pt ¢. Distribusi KTP-el Penduduk

» Perakaman a. Rekam KTP-el Seksl Pindah Datang | Sorang | Menerbitkan
biometrik KTP el b, Cetak KTP-el dan Pendataan
Jompo dan Disablites | = b sl KTP-sl Penduduk




[ 3 1] - 5 ET - i
2 Triwulan Il | » Rapat Persiapan a. Pearsiapan rapat Operator SIAK 40 orang Perslapan
Perekaman KTP el b. Pelaksanaan rapat perskaman
Pemum c. Pelaporan hasil rapat el
» Pelayanan Pindah a. Enin penduduk datang | Operator SIAK 30orang | Menerbitkar
Datang Penduduk b. Cetak SKPWNI, KK, SKPWNI, K
KTP dan KIA KTP dan Kl
« Parekaman a. Rekam KTP-el Seksl Pindah Datang Borang | Menerbitkan
biometrik KTF el b. Catak KTP-el dan Pendataan di 2 lokasl
Pacae ¢. Distribusi KTP-el Panduduk
« Perekaman a. Rekam KTP-el Seksl Identitas 10 orang | Menerbitkan
biametrik KTF el b. Cetak KTP-gl Penduduk
Jompo dan Disabltes | . iribusi KTP-el
3 | Triwalan [l | » Pelayanan Pindah a. Entri penduduk datang | Operator SIAK 30 orang | Menerbitkal
Datang Penduduk b. Cetak SKPWNI KK, SKPWNI, K
KTP dan KIA KTP dan Kl
+ Perekaman a. Rekam KTP-gl Seksi Pindah Dalang | 5orang | Menerbitkan
biometrik KTP el b. Cetak KTP-al dan Pendataan
Pemula




- m sl == 5 M, E*____” T
¢. Distribusi KTP-8l Penduduk
» Perekaman a. Rekam KTP-el Seksl Pindah Datang Sorang | Menerbitkan
biometrik KTP al b. Cetak KTP-el dan Pendataan
Jompo dan Dissbillas | o pietribusi KTP-el Penduduk
Triwulan IV | » Pelayanan Pindah a. Entri penduduk datang | Operator SIAK 30orang | Menerbitkar
Datang Penduduk b. Cetak SKPWNI KK, SKPWNI, K
KTP dan KIA KTP dan Kl
« Perekaman a. Rekam KIP-gl Seksi Pindah Datang Sorang | Menerbitkan
biometrik KTP el b. Cetak KTP-al dan Pendataan
i ¢. Distribusi KTP-el Penduduk
Perekaman . Rekam KTP Seksi Pindah Datang orang | Menerbitkan
biometrik KTP &l b. Cetak KTP-sl dan Pendataan
Jompo dan Disabiltas | o (i el KTP-6l Penduduk




G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen
Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan adalah sebagai berikut:
1. KTP Elektronik Pemula, Jompo, Disabilitas;
2. Surat Keterangan Datang dan Pindah Warga Negara Indonesia.

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten
Gunungkidul.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan
Peraturan Dserah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pambentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan
mempunyai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2016.

Struktur Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan terdiri dari dua
Seksi yaitu Seksi |dentitas Kependudukan dan Seksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk.

Seksi Pindah Datang dan Pendatsan Penduduk mempunyal tugas
melaksanakan pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen Atas Pelaporan Peristwa Kependudukan bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp 44.600.000,00 (Empat puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah)
yang akan digunakan untuk:

1. Pelayanan Pindah Datang penduduk:

2. Perekaman Biometrik KTP Elektronik Penduduk Jompo dan Disabilitas;

4. Perskaman Biometrik KTP Elektronik Penduduk Pemula ke Sekolah-

Sekolah.



J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kera ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
mengenal Kegiatan Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan yang akan dilaksanakan
pada Tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum,
tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegialan seria
pembiayaannya.

Wonosari, & Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
d@;
DIDIT LP. M.Si

NIP: 196801281886031005




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL SUB KEGIATAN PENCATATAN,

PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN
PERISTIWA PENTING

A, LATAR BELAKANG

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap
peristiwa penting yang dialami sesecrang dalam hidupnya, Negara berkewajiban
untuk mencatat peristiwa tersebut dalam Akta—Akta Pencatatan Sipil.

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang MNomor 24
Tahun 2013 mengamanatkan kepada Negara untuk memberikan pelayanan yang
memadai kepada masyarakat. Melalui Gerakan Indonesia Sadar Adminduk
(GISA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mamberikan layanan Akia-Akta Pencatatan Sipll kepada masyarakat menuju
Tertlbh Administrasi Kependudukan berupa Layanan Pencatatan Kelahiran dan
Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun
Pelayanan akta pencatatan sipil melalui Jemput Bola atau pelayanan keliing di
kalurahan,

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah |Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950,

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kera |

4. Peraturan Pemeraintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasl Kependudukan;



5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Klarifikasi,

10.

11.

12.

13.

Kodeflkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Megeri MNomor 108 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2010 tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

. TUJUAN

1.

Mewujudkan dan meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
penduduk Kabupaten Gunungkidul,

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bidang Pencatatan Sipil.
Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran penduduk tentang
Adminietrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Memberikan solusi dan kemudahan bagi masyarakat terkaeit dengan
pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.



D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan pelayanan di kantor dilaksanakan pada setiap han kerja selama

1(satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023, dan pelayanan
keliling waktu pelaksanaannya di sesuaikan dengan kesepakatan dengan pihak-

pihak terka

E. LOKAS| PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Untuk lokasi

pelaksanaan kegiatan pelayanan Jemput Bola ke Desa disesualkan dengan
parmohonan dari masyarakat yang mengajukan dan atau skala prioritas program.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

. Ftnlntum

L W

e

THR THL

Bidang dan Staf
Pencatatan Sipil
® Pelayanan - Petugas -4 orang
reguler Akta pelayanan
Kelahiran dan
Akta kematian | - THL - 1 orang
® Honor THL
2. | Februari ® Pelayanan - Peiugas -4 orang | Sasaran
2023 reguler Akta pelayanan pelayanan
kelahiran dan akta-akta
akta kematian catatan
® Pelayanan - Petugas - 3 orang |sipil 5
keliling Akta- pelayanan lokasi
akta catatan sipil
& Honor THL - THL -1 orang
® Belanja - Toko -1 orang
penggadaan/ Fotocopy/ATK
fotocopy
& Parjalanan dinas | - petugas - 5 orang
pelayanan akta dukcapil
keliling
3. |Maret 2023 | ® Honorarium THL | - THL -1 orang
4. | April 2023 ® Honorarfium dan | - THL -1 orang




5. | Mei 2023 Honorarium THL |- THL - 1 orang
Parjalanan dinas | - Petugas - 5 orang
penyampaian dukecapil
hasil pelayanan
ke 5 lokasi
sasaran
pelayanan
keliling

6. | Juni 2023 Honerarium THL |- THL - 1 orang
Belanja
penggandaanffot | - Toko - 1 orang
ocopy Fotocopy/ATK
Perjalanan dinas | - Petugas - 5 orang
varifikasi akta dukecapil
akta bermasalah

7. | Juli 2023 Honorarium THL |- THL -1 orang
Perjalanan dinas | - Petugas -4 prang
verifikasi akia dukcapil
akta bermasalah

8. | Agustus Honararium THL | - THL -1 orang

2023 Perjalanan dinas | - Petugas - & prang
verifikasi akia dukcapil
akta bermasalah
9. | September Honorarium THL | - THL - 1 orang
2023 Perjalanan dinas | - Petugas - 4 orang
verifikasi akta dukcapil
akta barmasalah
10. | Oktober Honorarium THL |- THL - 1 orang
2023 Belanja - Toko -1 orang
penggandaan/fot Fotocopy ATK
ocopy
Perjalanan dinas | - Petugas - 4 orang
verifikasi akia- dukcapil

akta bermasalah




1.

November | ® Pembayaran - THL
Honorarium THL

- 1 arang

12.

Desember | ® Honorarium THL |- THL

-1 orang

G.

KELUARAN (OUT PUT)

Pelayanan pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian menghasilkan

produk/output barupa :

Kutipan Akta Kelahiran

Kutipan Akta Kematian

Penerbitan Kembali Akia Kelahiran;
Penerbitan Kembali Akta Kematian;

Surat Keterangan Keabsahan Akta

D @ NS S R s

. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sub kegiatan Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Penting adalah
pelaksana, sub koordinator seksi kelahiran dan kematian serta lurah dan

Catatan Pinggir perubahan Akta Ketahiran
Catatan Pinggir Perubahan Akta Kematian
10. Legilisasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran di luar wilayah NKRI
Surat Keterangan Pelaporan Kematian di luar wilayah NKRI

jajarannya lokasi pelayanan keliling akta-akta pencatatan sipil.




SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan Sipll sub kegiatan
pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa
penting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 29.010.000.,00

(dua puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah), dengan perincian penggunaan
sebagal berikut

NO ~ URAIAN M| JUMLAH
1. | Belanja makanan dan minuman rapat | : Rp. 1.000.000,00
1. | Honorarium THL " |Rp. 23.540.000,00
2. | Belanja penggandaanffotocopy | : | Rp. 800.000,00
'3, | Belanja perjalanan dinas - |Rp. 3.570.000,00
| JUMLAH - | Rp. 28.010.000,00
. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diuraikan tersebut sebagal panduan
bagl petugas pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Pencatatan
Sipil sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Peristiwa Penting Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipll Tahun 2023.

Mengetahui
Kepala Dinas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bidang Pela Pencatatan Sipil
.

UMI PUJIRIYANTIS.Pd
NIP.196807261908032003




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

A. LATAR BELAKANG

Masih adanya warga muslim Kabupaten Gunungkidul yang tidak
mempunyai bukti perkawinan menjadikan mereka tidak mempunyal kepastian
dan jaminan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah di hadapan hukum.
Upaya mendapatkan data yang akurat dan akuntabel terkait peristiva
perkawinan melandasi kegiatan pendataan pasangan perkawinan muslim
belum tercatat secara adminduk.
Dan dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap
peristwa penting yang dialami seseorang dalam hidupnya, Negara
berkewajiban untuk mencatat peristiwa tersebut dalam akla-akta pencatatan
sipl. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24
tahun 2013 mengamanatkan kepada MNegara untuk memberikan pelayanan
yang memadali kepada masyarakal. Melalui Gerakan Indonesia Sadar
Adminduk/GISA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul memberikan layanan akta-akta pencatatan sipil kepada
masyarakat menuju tertib administrasi kependudukan berupa layanan
pencatatan perkawinan bagi penduduk non muslim, pencatatan perceraian,
pencatatan perubahan status anak meliputi pencatatan pengangkatan anak,
pengesahan anak dan pengakuan anak sera pelayanan pencatatan
perubahan status kewarganegaraan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta |o
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karja ;



5. Peraturan Pemeraintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klarifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

B. Peraturan Menterl Dalam MNegeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir
dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor § Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023;

13.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

C. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan

status anak dan kewarganegaraan serta pendataan pasangan muslim belum
tercatat secara adminduk adalah :

1. Menciptakan dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

2. Memberikan periindungan dan kepastian hukum terhadap peristiwa penting
seseorang.

3. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

4. Tersedianya data statistik tentang perkawinan, perceraian, perubahan
status anak dan pewarganegaraan untuk dasar pengambilan keputusan
pemangku kebijakan.



D. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil sub kegiatan Peningkatan Pelayanan
Pencatatan Sipil dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2023
sampal dengan Desember 2023

E. LOKASI PELAYANAN

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Peningkatan Peayanan Pencatatan Sipil, dilaksanakan di Kabupaten
Gunungkidul baik di kantor maupun di tempat pelaksanaan
pemberkatan/sakramen/peneguhan/perkawinan baik itu gereja, pura atau

sub  kegiatan

vihara atau tempat hajatan penduduk,
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No Waktu Sub Aktifitas Pihak terkait Jumiah
Pelaksanaan Orang
terlibat
1 | Januari E Pencatatan perkawinan | - P4 19 orang
Rapat koordinasi - Petugas
dengan P4 pencatat
Februari » Perjalanan dinas dalam | -Petugas capil 3 orang
kabupaten
3 | Maret » Rakor koordinasi -Tim Isbat nikah 22 orang
dengan Tim Fasilitasi
Isbat Nikah
» Pembagian honor P4
4. | April t Pencatatan perkawinan | -P4 18 orang
Belanja bahan pakai -Petugas Capil 1 orang
habis berupa benda pos
untuk fasilitasi sidang
isbat nikah
= Rakor Pencatatan Sipil | -Petugas 30 arang
Pelayanan capil
* Penggandaan/fotocopy | -Toko ATK 2 orang
bahan isbat nikah -Petugas capil
» Belanja jasa : Biaya -Bendahara dinas 3 orang
Panjar Perkara Isbat | 9an Pengadilan
Nikah Agama
b Belanja sewa genset -Persewaan 2 orang
dalam rangka Isbat genset
| ]
ga;]atamn dinas dalam Pelugas capil 8 orang
S | Mei E Pencatatan perkawinan | -P4 18 orang
Belanja makan -Peserta isbat 250 orang
minuman rapat nikah dan tim
pelaksanaan Isbat
nikah
» Pembagian honorarium | -Tim 22 orang
Tim Fasilitasi Sidang
Isbat Nikah Terpadu
» Perjalanan dinas dalam | -Petugas capil 14 orang
kabupaten




6 | Jun t Pencatatan perkawinan | -P4 19 orang
Perjalanan dinas dalam | -Petugas capil 7 orang
kabupaten

T | Juli Pencatatan perkawinan | -P4 18 orang

[ Pembagian honorarium | -P4 19 orang
petugas P4 n

» Perjalanan dinas dalam | -Petugas capil 12 orang
kabupaten

8 | Agustus E Pencatatan perkawinan | -P4 18 orang
Perjalanan dinas dalam | -Petugas capil 7 orang
kabupaten

8 |September » Pencatatan perkawinan f gz orang
Rakor pencatatan sipil efugas 0 orang

¥ pelayanan capil
» Perjalanan dinas dalam | -Petugas capil 6 orang
kabupaten

10 | Oktober E Pencatatan perkawinan | -P4 19 orang
Perjalanan dinas dalam | -Petugas capil 6 orang
kabupaten

11 | November Pencatatan perkawinan | -P4 18 orang

E Pembagian honorarium | -P4 18 orang
P4
12 | Desember » Pencatatan perkawinan |-P4 18 orang

G. PRODUK/OUTPUT

Pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan
pewarganegaraan dan pendataan menghasilkan produk/output berupa :

e I R

anak
6. Catatan pinggir tentang perubahan kewarganegaraan dalam kutipan akta

kelahiran anak

H. PELAKSANA,
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub kegaiatan Peningkatan Pelayanan

Pencatatan Sipil melibatkan personel di seksi perkawinan, perceraian,
perubahan status anak dan pewarganegaraan serta tim isbat nikah terpadu
dan jpembantu pegawai pencatat perkawinan/P4 kabupaten Gunungkidul
yang diangkat dengan keputusan bupati Gunungkidul serta lurah beserta

|ajarannya dan dukuh lokasi sasaran pelaksanaan isbat nikah terpadu.

Kutipan akta perkawinan untuk suami dan istri
Kutipan akta perceraian untuk suami dan isfri
Kutipan akta pengesahan anak
Kutipan akita pengakuan anak
Catatan pinggir tentang pengangkatan anak dalam kutipan akta kelahiran




I

SUMBER DANA/PEMBIAYAAN
Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sub keglatan Peningkatan

Pelayanan Pencatatan Sipil berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah/APBD Kabupaten Gunungkidul  tahun 2023 sebesar
Rp.91.035.000,00 {(sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang
digunakan , dengan rinclan sebagai berikut -

Mo, Uraian Jumiah I
‘1. Belanja alat bahan berupa benda pos | Rp. 2.000.000,00
‘2. | Belanja makanan minuman rapat - | Rp. 5.200.000,00
3. | Honorarium P4 ' 2 Rp. 30.000.000,00 |
4. | Honoarium Tim Fasilitasi Isbat Nikah Rp. 4.675.000,00
| 5. | Honorarium THL | Rp. 23.540.000,00
6. | Belanja Biaya Perkara isbat nikah Rp. 18.000.000,00
'7. | Belanja penggandaan/fotocopy untuk kegiatan Rp. 1.500.000,00
8. | Belanja sewa gensst ~ |Rp. 1.500.000,00
8. | Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten Rp. 4.620.000,00
... ) ) Rp. 81.035,000,00 |
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran umum terkait
pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sub kegiatan Peningkatan
Pelayanan Sipil Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang akan dilaksanakan s pada
tahun 2023,

Mengetahui

Fejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

NIP.196907291998032003



KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN
DATABASE KEPENDUDUKAN
SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA
KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

|. Pendahuluan

Berdasarkan Undang_undang MNomor 24 Tahun 2013 tentang
Parubsehan ams Urcang-Unoang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Mepandudukan, Administrasl Kependudukan adalah rangkaian kegiaian
penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumean dan date kependudukan
melalul pendaftaran penduduk, pencatatart sipll, pengelolaan informasi
sdminiatras! kependudukan sarta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan
publik dan pambangunan sektor lain.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat
yang terstrukiur sebagal hesil darl kegistan pendsftaran penduduk dan
pencatatan sipil Datam pemanfastennya data kependuduksn merupakan datas
dasar yang dapa! digunakan dalam perumusan kebijakan yang berkaltan
dengan pelayanan publlk, siokasl anggaran, persncanaan pembangunan,
pembangunan demokrasi, penagakan hukum dan pencegahan kriminal sesus!
dengan kepentingan pengguna data.

Pengolshan dan Penyajian data kependudukan telah diatur delam
Persturan Menterd Dalam Negeri Nomeor ©5 tahun 2018 tentang Sistem
Infarmasi Administras| Kependudukan

Pangelolaan data kependuduksn terdiri darl kegiatan pengolahan data
dan penyajian data,

Guna mewujudkan tu semua diperiukan sarans dan prasarana yang
memadal, entars |ain software, herdware dan Srainware. Disisi software, Dinas
Kapendudukan dan Pencatsian Sipll Kabupaten Gunungkidul menggunakan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sistem informasi

penunjang pelayanan admincux yang telah dikembangkan secara mandiri cleh



ASN Dirnas Dukcapll Kabupaten Cunungkidul. Disisi hardware, berupa sarana
dan prasaran penunjang dalam pejayanan, sepertl jaringan komunikas: data,
komplier, persiatan perekaman data Sedangkan disisi brainware dibutuhkan
sumber daya manusis yang memadai dalam pelayanan publik.

Untuk mewujudkan paisyanan yang baik, peru dukungan anggaran dan
regulnsl. Seningga tujuan organleas! dapat tercapal.

Il. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomeor 23 Tahun 200€ jemtang Administrasi Kependudiu<an
sebagaimana telan disbah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013,

? Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tenteng Pemerintahan Daeran
sepagsmans eleh duban dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2075,

% Paraturan Pamarintan Nomaor 40 Tahur 2018 (entang Palaksanaan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tertang Administrasi Kependudukan
sabagemana telah diubah dengan Uncang-undang Nomor 24 Tahun 2013

4 Paratyran Sresiden Nomor 88 Tahun 2018 tentang Persyaraian den Tatecara
Pendaftaran Penduduk dnn Poncatatan Sipill.

5 Paralursn Mentesi Dalam Negen Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem
Informas| Administrasi Kependudukan

£ Peraturgn Mentert Dalam Negerd Nomor 104 Tahun 2018 tentang
Pandokumantasian Administrasi Kependudukar.

7 Paraturan Mertar Dalam Negen Nomar 108 Tahun 2018 tentang Formuilr dar
Buku yang Digunakan Delam Pendsfiaran Penduduk dan Pencatatan Sipdl.

2. Instruks! Menter Dalam Negerl Nomor 470/837/5J tentang Gerakan Indoresia
Sadar Administrasi Kependudukan

& Peraturan Dasrah Kabupaten Gunungsicul Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan aias Persturan Dascah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 termng Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungridul

10, Pargturan Uaersh Kabupatsn Gunungkidul Nomer 11 Tahun 2020 tentsng
Penyeienggarasn Aoministres: Kependuduxan;

11 Parsturan Bupatl Gunungiisul Nomer 55 Tahun 2018 tentang Kedudulan
Susunan Crganisasi, Tugas. Fungsl, dana Tata Kerja Dinas Kependudukan



gan Pencatutan Sipi

i3, Parsiura Desrsh Wabupsten Gunungeicul Nomor 13 Tahun 2022 Tenang
Anggarar Pendapatan [an Belanfa Desrat Tahun Anggaran 2023 Lembamn
Daerah Nomaor 13;

13. Peraiuran Supaf Gunungkioul Nomeor 102 Tahun 2022 Tentang Penabamn
Anggaran Pencapatan Dar Beiania Doersh Tahun Anggamn 2023 Beria
Daeran Nomer 103 Tangga: 25 Desambar 2022 dan

14. Dokumaen Palsksanasn Anggamn Nomor DPA JA 1/ 2.12.0.00.0.00.07. 0000
DOY/2023 Tahun 2023 Tentang Dolumen Feiaksanaan Anggamn Setusn

Kerja Perangkat Cuasmb Tahun Anggaran 2023
1. Tujuan

1. Terwujudnys tartb administras: kependudukan dan pencatatan sipil

2. Terwujudnys palayanan prima bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipll kepada masyarakat

3 Terwujudnya peningkstan kualites data dan informasi yang akural
bidang kependudukan dan pencatatan sipil

4. Tersadianya data dan informas| kependudukan mengenai pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil pads berbagal tingkatan secara akurat,
lengkap, mutakhir dan mudah diskses sehingga manjadi acuan bagl
perumusan kebijakan dan pembangunan,

8. Tercapainya target RPJMD.

IV. Ruang Lingkup
Pada Tahun Anggaran 2023 inl, terdapal berbagai kegiatan dalam rangka
pengolshan dan penyajian dala kependudukan. Diantaranys .
a. Penyebaran Informasi kepada masyarakat terkail administrasi
wependudukan dan pencatatan sipil melalul herbagal medi.
b. Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil
¢. Monftoring penggunaan apilkasi SMART



V. Sumber Dana
Dinas Kependudukan dap Fencataian Sipll Kabupaten Gunungsidul
sebagal Instunyi resmi pelsksans penerbitsn dokumen kependudikan.
dalam memenuhl Kebuluhan masyarakst yang membutuhkan dokumer
kependudukan setiap thunnya letap menganggarkan untuk setiap
kegiatan yang aken dilaksanakan
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Can
Panysjinn Database Kependuduran, dengan sub kegiatan Pengolanan
dan Penyajian Data Kspendudukan bersumber pada Anggeran
Pendapatan dan Belanja Deersh (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2022 cq. DPA Dines Kepandudukan dan Pencatatan Spil
Kabupaten Gunungidul momor rekening 2.12.04.2.01.01, dengan total
anggaran Rp 111.080.000- (Seratus sebelas Juta sembilan puiuh ribu
rupiah)
V. Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan
a Panyebaran Informasi melaiul berbagal media
Pada tahun anggaren 2023 inl penyebaran informasi ‘administrasi
kepandudukan dan pencaiatan sipll menggunakan berbagai media
Dianlaranya media daring, media soeial, , bannar, videotron, publikasi
ILM, dan iain sebagsinya Harapannya agar semiia masyarakat dapat
mengetahul  kebijakan  pemerintah di bidang administrasi

kepandudukan dan pencatatan sipil.
Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini adalah :
MNo Uraian  Jumiah Anggaran |
"1 | Dokumentasiden | 16 Kal Tayeng 12,000,000
Publikasl Surat
Kabor dan Madis |
| Dnilne |
2 | Media Cetax 12 Kali Tayang 12.000.000
3 | Gewa Videotron 200 hari 10.000.000
[ 4]Ruhm Bukeapl 30 Orang 1,050.000




Wil

Menyapa masyarakat i _l

Rakor Publikasi | 30 Orang 105-1:!:!03]

-

b. Digitalisasi Arsip
Peksanaan Kegatan Digitaisas:  Arsip adalah di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Dengan
obyek digialisas arsip adalah dokumen pencatatan sipil yang teiah
diksiuaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gununglidul, Digiteiisas| arsip dilskukan ocleh Bidang PIAK

Anggaran yang digunakan untuk kegiatan Inl adaiah :
| No| Uraian Jumigh Anggaran
1 | Jilid 1.250 buku 25.000.000

c. Monitoring penggunaan aplikasl SMART
Pada tmhun anggaran 2022 ini monitoring penggunaan  aplikas
SMART dilakukan di 21 Lokasi ferdii dar 18 kapanewon, Dinas
Dukeapil, Mall Palayanan Publik.
Anggaran yang digunakan untuk keglatan ini adalah :

i

| No | Uralan | Jumiah Anggaran
L 1 | Perjalanan Dinas | 17 Lokaal 1.180.000
Walktu Peiaksanaan

Penyajian Data Kependudukan yang diakukan oleh Seksl Pengolahan
dan Paenysjian Dats Kependudukan Bidang Pengolahan Informasi
Administras) Kependudukan Ginss Kepandudukan dan Pencatstan Sipl
Kabupaten Gunungkicul dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran,
valtu Tahun Anggaran 2023,
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. Panutup
Kerangsa Acuan Kerja Ini sebagai gambaman umum dan penjelasan
mengenal Keglaten Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemarnfautan
dan Penyajian Database Kependudukan sub keglatan Pengolahan dan
Penyajian Dsta Kependudukan yang diiakukan oleh Seksl Pangolahan
dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengolahan Informasi

Sdminstras! Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupeten Gunungikidul Tahun Anggaren 2023,

Wonosarl, 25 Januari 2023

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Administrasi Kependudukan

W_

Dra, ROHMI RAHAYU
NIP 1968802191998032001




1A, Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
mengenai Keglatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan
dan Penyajian Database Kependudukan sub kegiatan Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan
dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengolahan Informasi
Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

Wonosan, & Januar 2023

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Administrasi Kepaendudukan

L

—

Dra, ROHMI RAHAYU
NIP 196602181996032001

ui




KERANGKA ACUAN KERJA
3UB KEGIATAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan capaian pemanfaatan data kependudukan oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OFD)} di Kabupalen Gunungkidul diperlukan
pemahaman OPD mengenai pentingnya pemanfaatan data untuk semua kepentingan
antara lain pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan,
pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal sesuai dengan
kepentingan pengguna data.

Pemaniaatan Data Kependudukan oleh OPD dilaksanakan sesusi dengan
peraturan perundangan yang beriaku. Untuk bisa memantaatkan Data Kependudukan
yang berupa data perseorangan harus melalul akses dala dan harus melaksanakan
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul juga melaksanakan Perjanjian Kena
Sama Pelayanan, Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan KIA, Perjanjian Keria Sama
Pelaparan Peristiwa Penting dan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Fasilitasi
Data Penduduk Untuk Penegakan Hukum.. Penanjian kerjasama pelayanan penarbitan
dokumen kependudukan dengan Pengadilan Agama Wonosan sera Kantor
Kementrian Agama Gunungkidul telah dilaksanakan pada tahun 2022,

Dalam rangka meningkatkan capaian Peranjian Kerja Sama,  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll melaksanakan Sub Kegiatan Kera Sama
Pemarnfaatan Data Kependudukan vyang didanai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023,

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakara jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850,

2. Undang-Undang MNomor 25 Taehun 2004 tentang Sistermn Perencanaan
Pembangunan Nasional;



10.

11,

12

13.

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pamerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2020,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 temtang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seria
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kena PFemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
sebagaimana telah diubah terakhir kall dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2076 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomaor 4 Tahun 2021 tentang tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupalen Gunungkidul
Tahun 2021-2026;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil; dan

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023.

C. TUJUAN
Tujuan Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan adalah:
1. Meningkatkan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan.
2. Mewujudkan inovasi pelayanan di bidang kependudukan,
3. Melaksanakan rakor pembuatan Perjanjian Kerja Sama.

4, Melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
5. Melaksanakan rakor teknis operator PKS Pelayanan

D. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan dalam
waktu 1 tahun (Januan s/d Desember 2023).

E. LOKAS|I PELAKSANAAN

Lokasi Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan adalah di
Kabupaten Gunungkidul dan DIY



. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

G. KELUARAN (QUTPUT)

Keluaran dari Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaaian Data Kependudukan adalah
sebagai berikut

1. Jumiah perjanjian kerja sama yang dilaksanakan
2. Jumlah penandatanganan perjanjian kera sama

H. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

Penandatanganan | * OPD/Desa | 25 orang
PKS & banas
4 |Januari - Maret Dukcapil
- |2 Rakor Tehnis * OPDMDesa | 25 orang
Operator PKS E"'“I "
= OPD/ Desa
3 "Rakor Pembuatan | » Dinas 25 orang
PKS Dukcapil
« DPD/Desa
Penandatanganan | * Dinas 25 orang
April - Juni PKS g
2 | 3oe8 « OPDIDesa
Rakor Tehnis . b 25 orang
Dukcapil
Operator PKS « OPDI Desa
Rakor Pembuatan | . pinas 25 orang
PKS Dukeapil
» OPD/Desa
. Penandatanganan | = Dinas 25 orang
3. ;;Jéa Sapy PKS Dukcapil
« OPD/Desa
Rakor Tehnis + Dinas 25 orang
Operator PKS Dukcapil
 OPD/ Desa




. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp 40.100.000,- ( Empat puluh juta seratus ribu rupiah )
yang akan digunakan untuk:

No | " Uralan Jumiah ~ Anggaran
1 Cetak Banner - 10 buah ~ 750.000,00 |
2 Belanja Meterai | 100 lembar N 1.000.000,00
3 ‘Belanja Makanan dan Minuman | 75 orang ~ 750.000,00
Rapat Koordinasi Pembuatan
PKS
4 | Belanja Makanan dan Minuman | 75 orang | 2.625.000,00
Rapat Koordinasi
Penandatanganan PKS
5 Belanja Makanan dan Minuman | 75 orang 2.625.000,00
Rapat Koordinasi Tehnis
Operator PKS Pelayanan
6 | Belanja Jasa  Tenaga| 1orang THL 24.780.000,00 ]
Administrasi (THL)
7 | Belanja penggandaan/ Fotocopy | 3000 lembar 900.000,00
8 Belanja Perjalanan Dinas dalam |
Daerah Propinsi
Golongan IV 2 OH 220.000,00
Gaolongan Il 10 OH 800.000,00
Golongan Il 20H 180.000,00
"Belanja Perjalanan Dinas dalam S Wi i B
Daerah Kabupaten
Golongan |l 21 0OH 1.470.000.00
Golongan |1l 50 OH 3.500.000,00
Golongan IV 5 OH 400.000,00
JUMLAH \  40.100.000,00




J. PENUTUP |
Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan mengenal Sub

Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan,
waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pambiayaannya.

Wonosari, & Januari 2023
ﬁ(apala Dinad Kependudukan dan Pencatatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegialan,

/’;&""5 =

NIP. 18670707 1588031006




KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN INVENTARISASI DATA UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat saat ini
di bidang Administrasi Kependudukan merupakan hal yang menjadikan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk senantiasa
meningkatkan Pelayanan Publik. Pelayanan tersebut harus juga ditunjang dengan
adanya Data yang selalu valid dan tepat guna. Kegiatan tersebut periu di tunfang
adanya Inventarisasi Data baik untuk Kepentingan Masyarakat maupun
Kepentingan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gunungkidul Sub Kegiatan
Inventarisasl Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah tersebut di
implementasikan dengan pelaksanaan Inovasi Pelayanan  Administrasi
Kepandudukan yang dianggarkan dari sumber dana APBD Tahun Anggaran 2022.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana ftelah diubah dengan Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Administrasi Kependudukan;

4. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor §@ Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daarah:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Fenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Fembangunan Daerah:

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2020



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B8 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ftentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemenntah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang KlasHikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2018 lentang
Urusan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2024 lentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2021-2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomeor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil; dan

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 20Z3.

C. TUJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daarah
adalah:

1. Meningkatkan Pelayanan melalui digital.



2. Mewujudkan inovasi pelayanan di bidang administrasi kependudukan,
3. Melaksanakan rakor inovasi pelayanan administrasi kependudukan,

. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari s/d Desember 2023).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
adalah di Kabupaten Gunungkidul dan Pemda DIY

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

b

— = Rakor Go Digital -
’ Januari - dan inovasi  Dinas Dukcapil « 20 orang
| Maret 2023 pelayanan « OPD
adminduk
« Rakor Go Digital » Dinas Dukcapil |« 20 orang
o | April - Juni dan inovasi « OFD
- | 2023 pelayanan
L adminduk R ]

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dan Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan
Daerah adalah jumiah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan
pembangunan daerah sebanyak 1 laporan

H. PELAKSANA
Pelaksana Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan

Daerah adalah Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

|. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Sub Keglatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan

Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) yang akan
digunakan untuk:




No Uraian | Jumiah | Anggaran

1 |Rakor Go Digital dan | 40 orang N 1.400.000,00
inovasi pelayanan
admindulk

2 Fotocopy/Penggandaan | 600 lembar ~ 1B0.000,00 |
JUMLAH = i~ 1.580.000,00

| —_— T—— PE— -

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub
Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,

dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta

pembiayaannya.
Wonosar, [, Januari 2023
<Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Sipil Kabypaten Gunungkidul,
M

NIP. 18670707 1888031006




PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN

INFORMASI| ADMINISTRAS|I KEPENDUDUKAN

SUB KEGIATAN FASILITASI TERXAIT PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pendahuluan

Berdasarkan Undeng_undang Nomor 24 Tahun 2013  temtang
Parubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi
Kepandudusan, Administrasi Kependudukan vadalah rangkaian kegilstan
panataan dan penediban dalam penerbiten Dokumen dan dama
kepandudusan malalu pendaftaran panduduk, pancatatan sipll, pengelolaan
informas: adminisirasl kependuduxan sera pendayagunaan hasinya untuk
petayanan publik dan pembangunan sektor iain.

Sistem Informasl Administras| Kependudukan adalah sigtem Informas!
yang memanfaatian teknologl informasl dan komunikasi untuk memfasilitas|
pangeiclaan nformasl Agministrasi Kependudukanr di tingkal penyelenggara
dan instensi pelaksana,

Guna mewujudkan itv semua diperiukan sarmana dan prasarmana yang
memadai, antara lain software, hardware dan brainware, Disigi software,
Dinas Rependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul
menggunakan Sistom [nformasi Adminisirasi Kependudukan (SIAK) dari
Kementran Dalam Negern dan sisiem informasi penunjang pelayanan
adminduk yang tesah dikembangkan secara mandirl oleh ASN Dinas Dukcapil
Kabupaten Gunungkidul. Disisi herdware, berupa sarana gdan prasaran
penunjang dalam palayanan, sepeni jaringan komunikasi data, komputer,
persiglan perakaman data Sedangkan dmisi brainware dibutubkan sumber
daya manus:a yang memads: dalam pelayanan publik.

Untuk mewujudkan palayanan yang balk, peru dukungan anggaran
dan regulasi Seningga tujuan organisasi dapst tercapai.



10

11

12

13

Undangundang MNomor 23 Tshun 2006 temiang Adminisirssi
Feperducukan sebagalmana alah diusan dengan Undang-undang MNomor
24 Tahun 2013,

Urdang-undang Nomor 23 Tahun 2074 lentang Pemerintshan Daerah
ssbagaimans telah dubah cengan Undang-undang Nomaor & Tahun 2015,
Poraturan Pemerntah Nomor 40 Tahun 2018 tantang Pelaksansan
Undeng-undang MNomor 23 Tatun 20068 tenteng Administrasi
Kepandudukan sebagalmana telah diubah dengan Uindang-undang Nomar
24 Tatun 2013;

Poraturan Presden Nomor 58 Tahun 2018 tentang Persyarstan dan
Taincara Pendafiaran Penduduk aoen Pancatatan Siplk.

Peraturan Mentar Dddam Negerd Nomor 85 Tehin 201§ tentang Sistem
Irformasl Adminisiras! Kependudulkar

Peraturan Menter Dalam Neger MNomor 108 Tahun 2018 tentang
Fandokumantasian Adminisirasi Kepandudukan.

Pecaturan Menter Dalam Neges Nomer 100 Tahun 2010 tentang Formutir
dan Buxu yang Digunakan Calam Pencaftaran Penduduk dan Pancatatan
Spi

Instruks! Menterl Dalam Negen Nomor 470/B37/8J tentang Gerakan
Incones:a Sadar Adminstrasi Kepandudukan.

Peraturan Deerah Kaoupaten Gunungkidul Nomor § Tahun 2018 tentang
Perubahan ates Persturar Dasmah Kabupaten Gunungkidul Nemar 7
Tahun 2016 temtang Pembenuksn dan Susunan Pemngkat Deersh
Peraturan Dasmh Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyetanggaraan Agrinistras Kependucukan;

Perstumn Bupal Gunungkidul Nemar 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasl, Tugas, Fungsi, dana Tata Kera Dines
Kependuoukan dan Pencatatan Sipll,

Peraturan Dasrah Kabupatsn Gunungiidul Memor 13 Tahun 2022
Tantang Anggsran Pendapstan Dan Beianje Deersh Tahun Anggaman
2023 Lembsaren Dasrah Nomar 13;

Persturan Bupsti Guoungiidul Nomor 102 Tahun 2022 Tentang



4

2022 Besita Dasrah Nomor 103 Tangge! 20 Desember 2022, dan
Daohlumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPAJ AY
2.12.0.00.0.00:01.0000/ 0012023 Tahun 2023 Tentang Dokumen

Felaksanaan Anggemn Satuan Kevje Perangsal Deerah Tahun Anggaran
2023

M. Tujuan

1
2,

Terwujudnya terdb administas, kependudukan dan pencatatan sipil.
Terwujudnya pelayanan prime bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipll kepada masysrakat

Terwujudnya peningkatkan hesadssan masyarakat akan pentingnys
dokumean kapandutdukan dan pancatatan sipll.

Tersadiarya data dan irformasi kependudukan mengenal pendafiaran
sanduduk dan pencetatan sipl pade berbagei tingkatan secara akurat,
lenghap, mutskhir dan mudah diakses sahingga menjad| acuan bagl
parumusan kabjakan dan pambangunan.

Terpeliharanya perangkat dan faringan SIAK.
Tercapainys target RPJMD,

V. Ruang Lingkup

Pada Tahun Anggaman 2023 ni, terdapat berbagal kegiatan dalam

mngka fasilllasi tekalt pengelolsan informasl administrasl kependudukan.

Dianta

an o

ranya

Pamel haraan perangkat dan @ringan SIAK

Palatihen SLIAK.

Sosialsasi

Pengeloigan media online yang dimiliki Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipl Kabupatan Gunungiudul




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul
sabaga \nslans! resnn palaksans penerbitar dokumen kependudukan, dalam
memenuni  kabutuhan  masyarmkat  yang  membutubkan  dokumen
kependudusan satiep tahurriya fetsp menganggarkan untuk setiap kegiatan
yang akan dilaksanakan,

Kegistan penyelenggarasn  pangeloisan  informasi  administras|
kependudukan Sub  kegiatan ‘ssiiiasi terkalt pengeiolaan informasi
administras! kependudukan Dersumbar pada Anggaran Pendepatan dan
Belanja Dasrah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 og
DPA Dinas Kependudukan dan Psncatatan Sipil Kabupaiten Gunungkidul
nomor rekening 2.12.04.2.03.03, dengan total anggaran Rp 45.535.000, -
(Empat puluh lima- juta ma ratus tiga puluh lima rbu rupiah), serla
melaksanakan sub keglatan Momunikasl, informasi dan edukasl kepads
pemangku kepentingan dan Masyarakal dengan Nomor rekening
2,12.04.2.03.07 dengan anggaran Rp. 38,875.000,-

V], Keglstun Yang Akan Diaksanakan
a. Pemellharaan perangkat dan laringan SLAK
Pada tahun anggaran 2023 ini pemeliharaan perangkat dan
jaringan siak dilskukan di 21 Lokasi terdiri dari 18 kapanewon, Dinas
Dukcapil, Mall Pelayanan Publik, dan Rak Server di data center keminfo

Kabupaten gunungkidul.
Anggaran yang digunakan untuk kaglatan |nl adatah
Na| Uraian Jumiah Anggaran
B ll Perfalanan Dinas 17 Lokasl 5.850.000
'Irpummnmn ls 35.000.000
Ferangkat SIAK .

b. Peiatihan SIAK
Pelaksanaan kagiaten pelatihan siak dengan pesarta 18
Opamator Slak Kapanewon dan 4 Operator Siak Dines dilakukan sekall

pada bulan januari dengan anggaran |



Vil

&

g - l

1 S —
|Mﬂtﬂﬂﬂfﬂﬁhﬂﬂ

T35 Materi

300.000

| Pelatinan SIAK

c. Sosialeas|
Sus-alisas! dileaukan ol 5 Lokes: xaluranan dengan anggaran.

35 Orang

iy

1225000 |

No| Uralan Jumiah Anggaran
T Mater Sosiaiisas| 378 Materi 1.875.000
| Z  Sosmisas 5 Lokasi 14.000.000 |
I3 [ Perjalanan Dinas E Lokas 1.750.000
| 4 |TransportPeseris | 376 Or 18.750.000

d. Pengeiciaan Meadia Online

Pambuatun

Pengeloiaan media Online/Daring merupakan  keglatan

Sosial dangan anggarsn

| No

artikel / berls untuk bisa diupload di websils /| Madia

Uralan

Jumiah

= -

Anggaran

_1 Iwm‘ﬁmm

2 Kali

1.050.000

Wakiu Pelaksanaan

Kogisinn penyslenggarnan pengelolean Informasl edministrasl
kependudukan Sub keglatan fasiitasi terkait pengelolaan Informasi
administras! kapendudukan yeng dilakukan oleh Seksi Sietem Informasl
Administrasi kependudukan Bidang Pengelolaan Informasl Administrasi
Kepandudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten
Gunungkidul ditakesnaksn salama 1 (saiu) tahun anggeran, yaitu Tahun
Anggaren 2023,
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IX. Penutug

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran urmum dan penjelasan
mengenal Keglatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan Sub kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi
administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Seksi Sistem Informasi
Administrasi kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hahupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

Wonosari, & Januari 2023

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Administrasi Kependudukan

—"

NIP 196602181896032001
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KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang_undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan,
Data Kependudukan adalah data perseorangan danfatau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
Dalam pemanfaatannya data kependudukan merupakan data dasar yang dapat
digunakan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik,
alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi,
penegakan hukum dan pencegahan kriminal sesual dengan kepentingan pengguna
data.

Pemanfaatan data kependudukan telah distur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan.

Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan harus didasarkan pada
peraturan yang telah ditetapkan. Seiring berjalannya regulasi, pemberian hak akses
data kependudukan sekarang ini langsung diberikan oleh pusat, dalam hal ini
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementesian Dalam Negeri
Republik Indonesia dan data yang diakses bersifat nasional melalui Data
Warehouse (DWH) terpusat.

Pada saat ini Pemerintah Pusat mendorong pemanfaatan data
kependudukan oleh Pengguna Data dengan mekanisme akses data baik melalui
Web Portal, Web Service dengan konfirmasi “Data tidak ditemukan”, “sesuai” dan
“tidak sesual” maupun penggunaan Card Reader.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data kependudukan oleh
Pengguna Data baik berupa layanan data agregat maupun pemberian hak akses
pemanfaatan data kependudukan serta mensosialisasikan Surat Edaran Bupati
Gunungkidul Nomor | 470/4801 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pemanfastan
Data Kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemearintah
Kabupaten Gunungkidul maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Pemanfaatan Data Kependudukan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023,



B. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakara jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850;

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah:

Peraturan Pemerintah Momor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelakzanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pemberian Hak

Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan:

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2016 tentang

Urusan Pemernintahan Daerah;



13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Momar 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Momar 7 Tahun 2016 fentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul,

14.Peraturan  Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2021-2026;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

16.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil; dan

17.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

w. TUJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan adalah:

1. Meningkatkan pemahaman bagli penyelenggara dan pengguna data tentang
pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;

2. Melaksanakan layanan data baik berupa data agregal maupun pemberian hak
akses pemanfaatan data kependudukan kepada Organisasi Perangkat Daerah,
Lembaga Pemerintah/Swasta, Pemerintah Kalurahan dan pengguna data
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bedaku,

3. Mensosialisasikan Peraturan terkait Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan
Data Kependudukan antara lain Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 102
tahun 2018 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaalan Data
Kependudukan;, dan Surat Edaran dar Ditien Dukcapil Kemendagri Nomor
470M5182/Dukeapil tanggal 29 September 2022 tentang Penyelenggaraan
Pemanfaatan Datla Kependudukan yang berisi Pemberitahuan ke Daerah tentang :

a. Gratis Untuk Setiap Pelayanan Pemanfaatan Data Di Daerah

b. Sertifikal ISONEC 27001 untuk Pengguna baru (8 bulan sejak ditandatangani
PKS

c. Sural Tugas Dari Calon Lembaga Pengguna
d. Serifikat ISONEC 27001 untuk Pengguna yang sudah tanda tangan PKS
(paling lambat sampai dengan bulan Juni 2023)



4. Mensosialisasikan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor : 470/4801 tanggal
22 Oklober 2020 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul,

D. WAKTU PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan
dalam waktu 1 tahun (Januari s/d Desember 2023).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan adalah di
Kabupaten Gunungkidul dan Pemda DIY.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Pelaksanaan Terait | OR0S Keterangan
i :l:iﬂhiﬂ;_ ll]ﬁag e 20 DTEI'I-H-
Januari - Pemanfaatan Dukcapil
! Maret 2023 Data = OPD
» Layanan Dala |
= Rakor » Dinas e 20 orang
- ' Pemanfaatan | Dukcapil
April -
2 zpérnz . Juni Data oot
= Layanan Data
« Rakor =0PD | <20 orang
| Juli - Pemanfaatan | »Dinas
J. !.Eﬁﬂlfﬁl'nbﬂ‘r Data Dukcapil
| 2023 = Layanan Data
| Oktober- « Layanan Data | «Dinas
4. | Desember Dukcapil
2023 ! R

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran darl Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
adalah jumiah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kerpendudukan

sgjumiah 30 dokumen.
H. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
adalah Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul.




I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 9.970.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus tujuh
puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:

| No Uraian | Jumiah Anggaran
1 Fotocopy/ Penggandaan . 4500 lembar 1.350.000,00
2 Belanja Materai | 40 lembar 400.000,00
3 Belanja Makanan dan |B0orang |  2.100.000,00
Minuman Rapat
| 4 Belanja Perjalanan Dinas
dalam Daerah Kabupaten
Golongan || 12 CH 840.000,00 |
Golongan I1I 48 OH 3.360.000,00 |
Golongan IV 7 OH 560.000,00 |
5 Belanja Peralanan Dinas | — '
dalam Daerah Propinsi
Golongan IV 5 0OH 550,000,00
Golongan |l 6 OH 540.000,00
Golongan I | 30H 270.000,00
| JUMLAH | 9.970.000,00
J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub
Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang,
dasar hukum, tujuan, wakiu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya.

Wonosar, & Januari 2023
#Kepala Pinas Kependudukan dan Pencatatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

o EﬂﬁﬂTﬂ,E.H.

NIF, 186707071989031006




KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN
KABUPATEN/KOTA

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
data kependudukan merupakan data persecrangan danfatau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam pemanfaatannya data kependudukan merupakan data dasar yang
dapat digunakan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan
publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi
penegakan hukum dan pencegahan kriminal sesuai dengan kepentingan pengguna
data.

Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data
kuantitatif dan data kualitatif. Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa
Kependudukan, Peristiwa Penting, jenie kelamin, kelompok usia, agama,
pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-
angka. Sedangkan "data kualitati adalah data yang berupa penjelasan Data
Kependudukan yang dimanfaatkan cleh Pengguna adalah Data Kependudukan
yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung
jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Penyajian data statistik kependudukan, dilaksanakan dengan penyusunan
buku data agregat dan pengolahan data agregat berdasarkan Data Konsolidasi
Bersih dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri. Data agregat disajikan dalam bentuk buku yang diterbitkan per
semester yang merupakan data global tingkat kabupaten, dirinci per kecamatan dan
desa. Buku ini dicetak dan dibagikan kepada kecamatan, desa dan OPD.

B. DASAR HUKUM

1 Undang-lindang Momeor 15 Tahun 10560 tentang Pembentukan Dacrah docrah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1850

2. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;



10.

1.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang MNomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang NMomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Paraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kera Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pemberian
Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan,

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Daeran Kabupaten Gunungkidul
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;



14, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2021-2028;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Momor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil; dan

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,

C. TUWJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota adalah

menyajikan data agregat kependudukan Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk
buku yang didalamnya memuat data-data statistik kependudukan yang dirinci per
kecamatan dan desa.

D. WAKTU PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam
wakiu 1 tahun (Januari s/d Desember 2023).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota adalah di
Kabupaten Gunungkidul,



F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

:-'.:. -

Maret - April
2023

Mei - Juli
2023

Agustus -
Oktober 2023

November-
4 | Desember
2023

= Pengolahan data
agregat Semester Il
Tahun 2022

» Koreksi Data
Agregat Semester
Il Tahun 2022

» Pembuatan Desain
Buku Data Agregat

*Rapat

» Catak Buku Data
Agregat

= Pembayaran

» Penyelesaian SPJ

s Pengolahan data
agregat Semester |
Tahun 2023

= Koreksi Data

Agregat Semester |
Tahun 2023

« Pembuatan Dasain
Buku Data Agregat

. Hap&i

» Cetak Buku Data
Agregat

= Pembayaran

« Penyelesaian SPJ

» Distribusi

. D'ls't'rlhml'

G. KELUARAN (OUTPUT)

« Dinas Dukcapi

| «Pihak Ketiga

= Dinas Dukcapil

» Dinas Dukcapil

= Pihak Ketiga

= Dinas Dukcapil

Keluaran dari Sub Kegiatan Penyedisan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
odaloh jumioh doto kopondudukan Kebupaten/Kata acjumiah 2 (dua) dekumen

H. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota adalah
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pefayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.



. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 32.014.500,00 (tiga puluh dua juta empat belas
ribu lima ratus rupiah) yang akan digunakan untuk;

No ~ Uraian Jumiah Anggaran
1 Fotocopy/ Penggandaan | 815 lembar 244.500,00
2 Cetak Data Agregat 207 buku 26.810.000,00
|3 Rapat Penyusunan Data | 20 orang {2 kali) | 700.000.00
-' Agregat
4 Belanja Perjalanan Dinas |
dalam Daerah Kabupaten
Golongan IV 10 OH 800.000,00 |
Golongan 1l 48 OH 3.360.000,00
JUMLAH 1 3201450000
J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub
Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan
pada tahun 2023, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum,
tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, (= Januari 2023
yKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Sipil Kabgpaten Gunungkidul,

H
NIP. 18670707 1988031006




KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMEANGAN DAN PROYEKSI
KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN

A. LATAR BELAKANG

Visi Kabupaten Gunungkidul adalah "Terwujudnya peningkatan taraf hidup
masyarakat Gunungkidul yang bermartabat Tahun 2028°. Salah satu misinya
antara lain mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai Sapta Karya guna mewujudkan
visi misi tersebut. Salah satunya adalah melakukan reformasi birokrasi, dan
menerapkan paradigma reinventing govemment, clean govermnance, dan kualitas
pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk

mencapai hal tersebut diperlukan strategi yang harus dilaksanakan, diantaranya
tertib administrasi kepandudukan dan pencatatan sipil.

Amanat Pemerintah dalam hal ini terkandung dalam Undang-undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Momor 23 Tahun 2008
tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 58 dielaskan bahwa data
kependudukan digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk pelayanan
publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi
dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Keadaan penduduk dengan
berbagail kualitas dan sebarannya perlu diketahul oleh pemerintah daerah untuk
menentukan kKebijakan lain dan langkah-langkah strategis yang tepal dan teratur
dalam perencanaan dan penentuan anggaran pambangunan. Kebutuhan data dan
informasi kepandudukan yang lengkap dan akural untuk menunjang perencanaan
pembangunan sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan
program-program kependudukan dan pembangunan lainnya. Peraturan Menleri
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil
Perkembangan Kependudukan mengamanatkan agar Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Buku Profil
Parkembangan Kependudukan,

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan inl diharapkan dapatl
memberikan gambaran kondisl kependudukan di Kabupaten Gunungkidul dan

prediksi prospek kependudukan di masa yang akan datang.
Penyusunan buku ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang
tersebar di berbagai instansi.



Data dan informasi kependudukan yang lengkap disajikan dalam bentuk Buku
Profil Perkembangan Kependudukan, Sumber data dan informasi profil inl
menggunakan Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negen Semester ||
Tahun 2022, Hal ini sesuai dengan Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 85
Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Administrasl Kependudukan, Selain
menggunakan data tersebut, juga ditambah dengan data dan informasi dari
Perangkat Daerah terkait, antara lain: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Dinas
Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, Kementerian Agama Kabupaten
Gunungkidul dan Pengadilan Agama Wonosari, serta Perangkat Daerah terkait
lainnya.

Kerangka pikir penyusunan Profil Kependudukan mencakup 3 (tiga) hal pokok,
antara lain :

a. Penyajian perkembangan profil secara kuantitatif,

b. ldentifikasi kelompok kependudukan; dan

c. ldentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah.
Profii Perkembangan Kependudukan Kabupaten Gunungkidul membahas tentang
perkembangan kependudukan yang terdiri atas kuantitas, kualitas, mobilitas, dan
kepemilikan dokumen kependudukan lingkup Kabupaten Gunungkidul yang meliputi
18 Kapanewon.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

4. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana Ielan auban terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tehun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daarah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2020;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sarta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Rodefikasi, dan MNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

10.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pemberian Hak
Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan,

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah,;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah,

13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul,

14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2021-2026;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023;

16.Peraturan Bupatl Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil; dan

17 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2023,



C. TUJUAN

Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi
Kependudukan sera Kebutuhan Yang Lain Tahun 2023 bertujuan untuk
menyajikan data dan informasi perkembangan kependudukan di Kabupaten
Gunungkidul sehingga bermanfaat untuk kepentingan penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian pembangunan daerah dan perumusan kebijakan

D. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyusunan Profii Data Perkembangan dan Proyeksi

Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain dilaksanakan selama & (enam) bulan,
yvaitu bulan Januari=Juni 2023.

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan

Proyeksi Kependudukan serta Kebultuhan Yang Lain adalah di Kabupaten
Gunungkidul.



F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dan Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan
Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain adalah Jumiah dokumen Profil
Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain yang
tersusun sejumlah 1 (satu) dokumen.

1 Januari- a. Penyiapan bahan dan data untuk | Bidang Pemanfaatan
Februari . gwhh:aﬂt;n m:gl iﬂ{mudt_lkaﬂ t Data dan Inovasi
. Pem n dan distribusi sura
£ permintaan data kepada instansi Remamn
terkait
c. Pengolahan data dan bahan dan
instansi terkait dan DKB Semester
Il Tahun 2022
d. Pembuatan desain sampul buku |
2 Maret 2023 a. Rapat penyusunan profil | Bidang Pemanfaatan
kependudukan Data dan Inovasi
b. Pengolahan data dan bahan dari Pelayanan |
instansi terkait dan DKB Semester |
Il Tahun 2022
c. Penyusunan buku dan finishing
_desain sampul buku
3 | April 2023 a. Cetak Buku Pihak Ketiga
b. Igﬂmbagﬁ:n iz Bidang Pemanfaatan
I €. renye Data dan Inovasi
d. Flhubunl Pelayanan
4 | Mei-Juni a. Distribusi Bidang Pemanfaatan
2023 Data dan Inovasi
Pelayanan




H. PELAKSANA

la.

Pelaksana Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi
Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain adalah Bidang Pemanfaatan Data dan

Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul

SUMBER DANA

Pembiayaan Sub Kegiatan Penyusunan Profii Data Perkembangan dan
Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain bersumber pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran
2023 cq. DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
nomor rekening 2.12.05.2.01.02, dengan total anggaran Rp 18.158.500 - (delapan
belas juta seratus lima puluh delapan ribu fima ratus rupiah).

Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut -

No Uraian Jumiah |  Anggaran
1 |Cetak  Buku  Profil | 102 buku 13.260.000.
Kependudukan
2 |Rakor Penyusuman Buku | 15orang 525.000 |
Profil
3 Fotocopy/Penggandaan | 1.045 lembar ~ 313.500
4 Belanja Perjalanan 'Dinaa'i'._ ' W
dalam Daerah Propinsi
Golongan IV 2 OH 220.000
Golongan Il 4 OH 360.000
B Belanja Perjalanan Dinas ' —
dalam Daerah Kabupaten
Golongan Il 10 OH 700,000
Gaolongan 11l 34 OH 2.380.000
Golongan IV 50H 400.000 |
JUMLAH | 18.158.500 |




J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerda ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
mengenal Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi
Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain yang dilaksanakan oleh Bidang

Femanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

Wonosan, & Januan 2023

diepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

—

TOSH.
NIP. 18670707 1888031006




